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ABSTRAK

MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN, 200202110141, 2024, IMPLEMENTASI
PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO
BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK
TAHU(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG),
Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, Pembimbing : Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Perizinan Berbasis Risiko, Pencemaran
Lingkungan

Pasal 6-12 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Mengatur mengenai perizinan berbasis risiko yaitu sistem perizinan baru
yang memudahkan untuk pengusaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. hal ini
memanglah hal yang positif namun dilain sisi membawa pertanyaan mengenai
pengawasannya, apakah sudah terlaksana dengan benar. Mengingat banyaknya usaha
yang mendaftar dan masih terdapat beberapa usaha yang masih melakukan pencemaran
lingkungan terutama pada pabrik tahu yang skalanya secara termasuk ke dalam kecil atau
menengah tapi juga dalam kuantitas yang banyak dan menghasilkan limbah. tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sistem perizinan dan pengawasan yang
baru ini sudah dilaksanakan dengan benar dan apakah itu memadai dengan berpatokan
pada wawancara yang telah dilakukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal,
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Malang. Data sekunder didapatkan dari Jurnal, web hukum, Pasal 6-12 Undang -Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terdapat dua tahapan
analisis data dalam penelitian ini yakni, analisis data didasarkan dengan wawancara yang
telah dilakukan dan penarikan kesimpulan.

Pengaturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 6-12 Undang -Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah merangkul baik dari sisi
perizinan maupun pengawasan pada pabrik tahu. Namun memang dengan banyaknya
usaha yang mendaftar, terdapat kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Tenaga
Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Sehingga
masih ada juga usaha yang belum memiliki izinnya
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ABSTRACT

MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN, 200202110141, 2024,
IMPLEMENTATION OF SUPERVISION IN RISK-BASED LICENSING
BASED ON LAW NO.6 OF 2023 ON WORK COPY ON
ENVIRONMENTAL PROLUTION IN TAHU FACTORY (CASE STUDY
OF PROLUTION IN SUNGAI CITY MALANG), Thesis, Department of
Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University, Malang, Supervisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Implementation, Supervision, Risk-Based Licensing, Environmental
Pollution

Article 6-12 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government
Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business
Licensing. Regulates risk-based licensing, namely a new licensing system that makes it
easier for entrepreneurs including micro, small and medium enterprises. this is indeed a
positive thing but on the other hand it brings questions about its supervision, whether it
has been carried out properly. Given the number of businesses that register and there are
still some businesses that still pollute the environment, especially in tofu factories whose
scale is included in small or medium but also in large quantities and produce waste. the
purpose of this study is to analyze whether this new licensing and supervision system has
been implemented correctly and whether it is adequate based on interviews that have been
conducted to the Malang City Employer, Investment, and One Stop Integrated Services
Office.

This research is a type of empirical juridical research using a qualitative
approach, primary data sources obtained from interviews with the Malang City
Manpower, Investment, and One-Stop Integrated Services Office. Secondary data is
obtained from journals, legal websites, Articles 6-12 of Law Number 6 of 2023
concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing. There are two stages of data analysis
in this research, namely, data analysis based on interviews that have been conducted and
drawing conclusions.

The regulations stipulated in Articles 6-12 of Law Number 11 of 2023 concerning
Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing have embraced both licensing and
supervision of tofu factories. However, with so many businesses registering, there is a
shortage of human resources at the Malang City Employer, Investment, and One-Stop
Integrated Services Office. So that there are still businesses that do not have a license.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya stagflasi
global. Indonesia, tidak luput dari dampak akibat stagflasi ini. Tingkat
ketidakpastian (uncertainties) yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama
didorong oleh kondisi geopolitik, mendorong risiko pada prospek pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi.*

Dengan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan
iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah
menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya
kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian
nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan
daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi

yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;?

Untuk mencapai tujuan itu Undang- Undang Cipta Kerja mengatur
kebijakan strategis yang dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha, maka lahirlah Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan

mengklasifikasikan usaha berdasarkan risikonya menjadi (1)Rendah, (2)Menengah,

! Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 6, Departemen
Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf. Bab
Umum
2 Nurazizah Nurazizah et al., “Kondisi perekonomian indonesia pasca covid 19,” Journal on Education 6, no. 4 (2024): 21902
8, https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6379.Hal.21096
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(3)Tinggi.> Sistem ini menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan
transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang, Juga untuk
meningkatkan kepatuhan terutama pada usaha yang berisiko tinggi # Dan karena itu
Perizinan Berbasis Risiko dapat memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan
efektif dalam mengatur berbagai jenis usaha karena mengatur berdasarkan skala

dan risiko yang ditimbulkan®

Bagi usaha yang berskala risiko rendah dan menengah rendah, maka yang
diperlukan hanyalah NIB atau Nomor Induk Berusaha dan bagi usaha dengan risiko
menengah tinggi maka diperlukan juga sertifikat standar®, Sedangkan untuk usaha

dengan risiko tinggi maka diperlukan juga izin dari pemerintah’

Pabrik tahu sebagai objek penelitian ini merupakan salah satu usaha yang
memiliki risiko dalam pengoperasiannya karna menghasilkan limbah. Berdasarkan
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) pabrik tahu dapat di kategorikan ke
dalam risiko rendah sampai dengan menengah rendah, berdasarkan skala

usahanya.®

Hal ini dikarenakan pabrik tahu menghasilkan limbah air yang itu
digunakan dalam proses sortasi, peredaman, pengupasan Kkulit, pencucian,

penggilingan, perebusan dan penyaringan.® Suhu tinggi yang dihasilkan dari proses

3 Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat 7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4 Bakhrur Rokhman et al., “Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss)

System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss),” Journal of

Social and Economics Research 6, no. 1 (2024): 1562-80, https://idm.or.id/JSER/index.

°> Erni Erni dan Febri Jaya, “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha,” Wajah

Hukum 6, no. 2 (14 Oktober 2022): 248, https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927.

6 Ni Nyoman et al., “URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM),” Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 10, 2022, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP.

" Eva Safaah, Ken Ima Damayanti, dan Serang Raya, “PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO

UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK,” 2022.

8 Balai Sertifikasi Elektronik et al., “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),” no. 1 (2022): 2022.

% Isnaini Umroifun Afifah, “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN FIKIH LINGKUNGAN (Studi di Desa Mojorejo
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tersebut serta kandungan bahan organik yang tinggi dan kebutuhan Biological
Oxygen Demand (BOD) yang juga cukup tinggi®. Jika dibuang langsung ke badan
air, jelas akan mengurangi toleransi terhadap lingkungan. % Yang kemudian ini
akan menciptakan lingkungan hidup yang mengganggu kehidupan biotik akibat

adanya peningkatan pada kandungan bahan organik.'?

Jawa merupakan salah satu tanah yang memiliki banyak industri tahu di
atasnya.’®* Dengan Kota Malang sendiri mengalami peningkatan pabrik tahu
sebanyak 45 pabrik!4 pada tahun 2024 kemarin dan dengan total sebanyak 69
pabrik yang terbagi di beberapa kecamatan dengan kecamatan Blimbing sebanyak
18 Pabrik ; Lowokwaru sebanyak 18 pabrik ;Sukun. Sebanyak 16 pabrik. dengan
yang memiliki izin sebanyak 49 pabrik dan tidak memiliki izin sebanyak 20pabrik.

Dan semuanya berada di skala kecil®

Banyaknya jumlah pabrik tersebut di Kota Malang yang juga rata-rata
berada di pinggiran sungai, jika memang banyak parbik tersebut yang tidak
mengolah limbahnya maka akan meningkatkan potensi terjadinya pencemaran
lingkungan terutama pada daerah sungai. Seperti halnya Pabrik Tahu Sukun 29
Malang yang terletak di pinggiran Kali Kitik, pabrik ini tidak memiliki izin dan

tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga langsung

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan),” 2020 (2019), http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14982.
10 Novindri, Elvi, dan Lubis, “in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory
to Know Javanese Trading Business).”
11 Muhammad Reza Novindri, Hidayani & Elvi, dan Zahara Lubis, “in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading
Enterprises (Case Study at the Factory to Know  Javanese  Trading  Business),” n.d.,
http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto.
12 Henny Pagoray, Sulistyawati Sulistyawati, dan Fitriyani Fitriyani, “Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap
Kualitas Air dan Biota Perairan,” Jurnal Pertanian Terpadu 9, no. 1 (6 Juni 2021): 53-65,
https://doi.org/10.36084/jpt..v9i1.312.
13 Santi Rahma Dewi, “PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PENERAPAN GREEN ACCOUNTING : STUDI KASUS
UKM TAHU DI SIDOARIJO” (Siduarjo, 29 Oktober 2016), http://eprints.umsida.ac.id/83/.
14 Fathur, wawancara, (Malang, 24 April 2024)
15 Rini, wawancara, (Malang, 25 Maret 2025)

23



membuang limbahnya ke perairan sungai yang dapat memicu terjadinya

pencemaran sungai.'®

Adapun salah satu langkah untuk mencegah hal tersebut adalah dengan
dilakukannya pengawasan, yang itu di nyatakan pada pasal 11 undang-undang
Cipta Kerja bahwa pengawasan akan di lakukan berdasarkan tingkat risiko dan
kepatuhan usaha tersebut!’ Yang penyelenggara pengawasan dan yang mengatur
mengenai Perizinan Berbasis Risiko akan di pimpin berdasarkan wilayahnya, dan
Kota Malang menjadikan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Malang atau yang selanjutnya akan di sebut dengan
DISNAKERPMPTSP sebagai organisasi yang mengatur hal tersebut!®

Namun dengan intensitas jumlah pabrik tahu yang banyak, dan dengan
memperhitungkan jumlah pabrik yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar, Maka
tidak mengherankan apabila memang ada pabrik yang tidak melakukan penanganan
terhadap limbah yang dihasilkan maka limbah pabrik tahu tersebut akan cukup

berdampak pada lingkungan.!®

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahasa mengenai permasalahan
pencamaran lingkungan akibat adanya kegiatan industri tahu dan akan difokuskan
pada masalah pengawasan, perizinan dan evaluasi terhadap pabrik tahu yang
terletak di malang yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM

PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

16 Moh - SHOLICHIN, “PENERAPAN KOMBINASI SISTEM ANAEROBIK-AIROBIK PADA IPAL PABRIK TAHU DI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG,” Prosiding Sains Nasional dan Teknologi 13, no. 1 (15 November 2023):
404-13, https://doi.org/10.36499/psnst.v13i1.9692.
17 Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).
18 (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
n.d.)
19 Rahma Dewi, “PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PENERAPAN GREEN ACCOUNTING : STUDI KASUS UKM
TAHU DI SIDOARJO.”

24



CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK
TAHU (STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)”

. Batasan Masalah

Penelitian ini membahasa mengenai pengawasan terhadap perizinan izin
berusaha berbasis risiko pada pabrik tahu yang berlokasi di tiga tempat di kota

malang yaitu di:

Pabrik Tahu Guyub Rukun berletak di JI. Kendalsari No.11, Tulusrejo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141,
Pabrik Tahu Sukun 29 yang berletak di Jl. Sukun Gempol No.29a, Tanjungrejo,

Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147,

Dan, Pabrik Tahu Pak Yhudi yang terletak di JI. LA Sucipto Gg. Stasiun No. 02,

Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Adapun pabrik-pabrik yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pabrik-
pabrik yang masuk dalam Kklasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau
UMKM dan tidak menggunakan usaha yang berskala besar
. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dasar yang disampaikan di atas, maka dapat

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan perizinan usaha berbasis risiko terhadap pabrik tahu di Kota

Malang menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Malang?

Bagaimana pengawasan DISNAKERPMTPSP terhadap limbah pabrik tahu di
kota malang dan bagaimana tindak lanjut terhadap pabrik tahu yang tidak

memiliki izin, dan melakukan pencemaran sungai?
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan perizinan usaha berbasis risiko terhadap
pabrik tahu di Kota Malang menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 di

Kota Malang

2. Untuk Mengetahui tentang pengawasan dinas tenaga kerja, penanaman modal, dan
pelayanan satu pintu kota Malang terhadap limbah pabrik tahu di kota malang dan
bagaimana tindak lanjut terhadap pabrik tahu yang tidak memiliki izin, dan
melakukan pencemaran sungai?

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki beberapa tujuan di atas penelitian ini juga memiliki

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini erat kaitannya dengan mata kuliah hukum perizinan berusaha..
Oleh karena itu, kami berharap dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dan
pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami keberadaan perizinan dan
pengawasan Kementerian Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Kota Malang sesuai Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan dapat
dijadikan rujukan atau insentif bagi penelitian-penelitian lain yang ingin mengkaji
permasalahan perizinan dan pengawasan Kementerian Tenaga Kerja, Penanaman

Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang sesuai dengan peraturan
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yang ada. ketentuan hukum. Nomor 11 Tahun 2020.
. Sistematika Pembahasan

Tujuan disajikannya sistematika pembasahan oleh peneliti untuk menjadi
gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi menjadi lebih
sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

Bab | merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
yang mendorong penulis mengambil judul ini, rumusan masalah yang menjadi
fokus penelitian ini, dan bagaimana hal tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian
selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian. Dan selanjutnya akan di paparkan
kemanfaatan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, Kemudian di tulis juga
definisi operasional untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam
penelitian memahami dan mengerti makna penelitian dengan memahami definisi
operasional yang digunakan, dan selanjutnya berisi tentang sistematika

pembahasan.

Bab Il berisi tentang tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari dua sub bab,
yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian
Terdahulu berguna sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan saat ini
dengan sebelum-sebelumnya. Dan kerangka teori membahas mengenai konsep UU
No.6 Tahun 2023 mengenai usaha berbasis risiko dalam mengatasi limbah tahu di

Kota Malang.

Bab 111 Metode Penelitian, Merupakan bab yang menguraikan data-data
penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode
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pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV diisi dengan hasil penelitian dan pembahasan. Di bab ini penulis
akan menjelaskan analisis datanya baik yang berupa primer dan sekunder. Yang
kemudian akan dikaitkan dengan rumusan masalah sehingga mengeluarkan hasil
penelitian yang berisi penjelasan dan uraian tentang jawaban atas masalah atau

pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab V merupakan bab terakhir yang juga berperan sebagai bab penutup
dari penulisan skripsi ini, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian
ini, Kesimpulan di ambil dari seluruh kajian, dan akan ditutup dengan saran dari
peneliti yang di harap dapat memberikan gagasan baru, serta menjadi masukan
untuk peneliti dan berguna bagi pembaca
. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan lebih rinci mengenai suatu
konsep atau variabel dalam penelitian. Definisi tersebut memberikan makna,
mendefinisikan operasi, atau menyediakan operasi yang diperlukan untuk
mengukur konsep atau variabel tertentu. Dalam penelitian, definisi operasional
berfungsi sebagai panduan yang tepat untuk mengukur suatu variabel, yang akan
membantu peneliti mempertimbangkan variabel yang setara. Definisi operasional
juga penting untuk memungkinkan pengumpulan berbagai jenis data dan
menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang

terkandung dalam penelitian, yaitu:
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1. Perizinan berbasis risiko

Adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko cedera atau
kerugian akibat suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat dari
bahaya tersebut.?® Dalam pelaksanaannya, perizinan berusaha berbasis risiko
dilakukan atas dasar penentuan tingkat risiko berdasarkan hasil analisis dan
pemeringkatan risiko sesuai skala kegiatan usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) dan/atau perusahaan besar. Yang kemudian di awasi oleh

lembaga yang di tentukan.
2. Lembaga pengawas

Lembaga pengawas yang dimaksudkan di sini adalah DISNAKERPMPTSP
atau Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Malang sebagai lembaga pemerintah kota yang di berikan kewenangan untuk
mengawasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko, yang bekerja sama dengan

lembaga lainnya tergantung keperluan.

3. Limbah Pabrik Tahu
Pada dasarnya Limbah tahu ada yang berbentuk padat dan cair. Limbah
padat merupakan kotoran yang diperoleh dari proses pembersihan kedelai, sisa
residu sering disebut ampas tahu, dan hasil pencucian tahu berupa limbah cair.?
Dan karena limbah tahu yang cair lebih dominan dibuang dan lebih berpotensi

mencemari lingkungan maka, limbah yang dimaksud di sini adalah limbah cair yang

20 Ade Juang Nirboyo, “POTENSI KORUPSI DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN MELALUI SISTEM ONLINE
SINGLE SUBMISSION PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,” vol. 36 (Depok, 2 Juli 2021),
https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316/247.
21 Pagoray, Sulistyawati, dan Fitriyani, “Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota
Perairan.”
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dihasilkan oleh pabrik tahu

4. Pabrik Tahu

Pabrik tahu yang di maksud di sini adalah pabrik tahu yang terklasifikasi ke
dalam skala tingkat menengah, di mana yang dimaksud dengan tingkat usaha
menengah didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih
antara lebih dari Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 100 miliar. Selain itu, hasil
penjualannya per tahun berkisar antara lebih dari Rp. 2,5 miliar hingga maksimal
Rp. 50 miliar. Kriteria ini digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah, termasuk
Departemen  Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk
mengklasifikasikan usaha sebagai mikro, kecil, menengah, atau besar. Sebagai
tambahan nilai moneter, jumlah pekerja yang dipekerjakan juga digunakan sebagai
salah satu ukuran dalam menentukan Klasifikasi usaha, untuk sebuah usaha dapat
diklasifikasikan ke dalam tingkat menengah maka usaha tersebut harus memiliki

pekerja tetap berkisar antara 20 hingga 99 orang®

5. Implementasi
Implementasi, itu merujuk pada proses atau tindakan menerapkan atau
menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau konsep dalam praktik atau kenyataan.
Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan
kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang didasarkan olen UU No.6 Tahun
2023 tentang cipta kerja terhadap para pemilik pabrik tahu.
6. Undang- Undang

Yang di maksudkan ke dalam undang-undang ini adalah, undang-undang

22 Ninik Srijani, “PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) 2),” EQUILIBRIUM: Jurnal limiah Ekonomi dan Pembelejarannya 8, no. Vol 8,
No 2 (2020) (2020): 191-200, https://doi.org/http://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118.

30



Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan pasal 1 Undang — Undang ini “Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan

melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”%

23 Republik Indonesia, “Pasal 1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 6,
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun
2023.pdf.
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BAB |1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian atau tinjauan terhadap literatur terdahulu dilakukan untuk
menunjang pengkajian karya yang berkaitan dengan topik yang diteliti secara lebih
komprehensif, terutama untuk menghindari plagiarisme yang berujung pada
overthinking dengan cara menjiplak karya orang lain. Selama proses pelaksanaan
penelitian ini, telah dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang hasil
penelitiannya mempunyai hubungan atau kaitan dengan judul di atas agar dapat
dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi dan bahan perbandingan

selama pelaksanaan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dalam
penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap
Limbah Pabrik Tahu (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten
Lamongan)”. Dalam kajian pemantauan limbah pabrik tahu oleh Departemen
Lingkungan Hidup menurut UU No.32 Tahun 2009 serta pemantauan limbah pabrik
tahu oleh Departemen Lingkungan Hidup menurut Undang -Undang lingkungan
hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang
dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pabrik tahu desa Mojorejo dalam
perspektif Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan sudah sesuai dengan SK Rencana kerja dan sesuai dengan Undang-
Undang 32 Tahun 200 9tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dan berdasarkan fikih lingkungan hidup, pengawasan departemen lingkungan
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hidup dianggap sebagai wasa'il (sarana) yang memudahkan pelaksanaan
pengawasan agar dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan Allah SWT

pengaturan.*

Penelitian yang dilakukan oleh lvangka Elang Pangestu, Fakultas Syariah,
Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023 dalam penelitiannya yang
berjudul “Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup” Penelitian ini dilakukan atas tingginya kasus pencemaran di
Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta untuk
mewujudkan hutan yang bersih, segar dan nyaman serta berwawasan lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan
pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (DLH)
terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri masih
belum sesuai dengan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .Untuk Hingga saat ini,
penerapan Sanksi yang dikenakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
(DLH) hanya berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan dari
pemerintah. Kurangnya pengendalian terhadap industri dan kurangnya sumber daya
manusia pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta serta tidak adanya
petugas pengawas lingkungan hidup, merupakan salah satu dari faktor penyebab

terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industri.?

24 Afifah, “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN FIKIH LINGKUNGAN (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan).”
2 Tvangka Elang Pangestu, “PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
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Penelitian yang dilakukan oleh Yukarmila, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas Padang, 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “PENGAWASAN
ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUPER INDRA DI
KAMPUNG KOTO KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG” Penelitian
ini dilakukan karena Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh pabrik tahu milik
bapak Indra ini tidak sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Surat
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Ampas padat ditemukan berceceran
sekitar lokasi pabrik sedangkan pengelolaan ampas cair (limbah) dari pabrik tahu
ini berujung pada pembuangan limbah cair ke sungai yang berada tepat di belakang
pabrik tahu yang mengalir ke arah Muaro. Hasil dari penelitian ini hasil dari
penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Padang tidak dilaksanakan dengan efektif disebabkan

karena faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,” Mei , https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6474.
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Tabel 2. 1

Kajian Penelitian terdahulu 1

No. | Nama/PT/Tahun Judul Persamaan Perbedaan
1. | Isnaini Pengawasan Keduanya sama-sama Penelitian ini membahas tentang
Umroifun Dinas Lingkungan melakukan  penelitian bagaimana pengawasan Yyang
Afifah  / Hidup Terhadap mengenai pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan
Universitas Limbah  Pabrik pencemaran lingkungan Hidup terhadap  pengelolaan
Islam Tahu (Studi di yang di sebabkan oleh limbah pabrik tahu.
Negeri Desa  Mojorejo limbah pabrik tahu Sedangkan penelitian saya tentang
Maulana Kecamatan Modo Menggunakan pengawasan yang dilakukan oleh
Malik Kabupaten penelitian lapangan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Ibrahim Lamongan) (field reasearch) Modal, Dan Pelayanan Satu Pintu
Malang Kota Malang
/2019
2. | lvangka Elang Pengawasan Keduanya sama-sama Pada penelitian ini membahas
Pangestu / Pencemaran mengkaji pengawasan tentang pengawasan pencamaran
Universitas Islam | Limbah Industri di pencemaran limbah yang limbah industri secara umum
negeri Raden Mas | Kota Surakarta dilakukan oleh lembaga yang terjadi di Surakarta dan juga
Said Surakarta / Berdasarkan pemerintah menggunakan Undang - Undang
2023 Undang Menggunakan penelitian | Nomor 32 _
-Undang Nomor 32 lapangan (field research) Tahun 2009 sebagai Iandasar] _
Tahun 2009 Tentang hukumnya. Sedangkan penelitian
Perlindungan Dan saya tentang pengawasan yang
Pengelolaan dilakukan oleh Dinas Tenaga
Lingkungan Hidup Kerja, Penanaman Modal, Dan
Pelayanan Satu Pintu Kota
Malang terhadap pabrik tahu dan
menggunakan Undang - Undang
no.6 Tahun 2023 sebagai
landasan hukumnya
3. | Yukarmila/ PENGAWASAN Keduanya Sama-Sama Pada penelitian ini membahas
Universitas ATAS melakukan penelitian tentang pengawasan atas
Andalas Padang | PENGELOLAAN tentang pengawasan pengelolaan limbah pabrik tahu
/2018 LIMBAH PABRIK | terhadap limbah pabrik super indra yang terjadi di
TAHU SUPER tahu kampung Koto kecamatan
INDRA DI Menggunakan Penelitian Nanggalo kota Padang. Sedangkan
KAMPUNG KOTO | lapangan (Field research) penelitian saya tentang pengawasan
KECAMATAN atas limbah pabrik tahu yang terjadi
NANGGALO di kota Malang.
KOTA PADANG
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B. Kerangka Teori
1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan,
penerapan. Dan berdasarkan pendapat ahli, definisi dari implementasi atau
pelaksaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme
suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.?® Maka berdasarkan definisi di atas
dapat kita artikan juga bahwa implementasi adalah kegiatan terencana yang
dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat berbentuk baik berupa

aksi, aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah
negara bagian atau daerah dan biasanya dijadikan bahan pertimbangan dalam
menciptakan produk hukum bagi pembangunan negara. Pedoman juga diperlukan

untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani.?’

% Ali Miftakhu Rosad, “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH,”
Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5, no. 02 (24 Desember 2019): 173,
https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074.
2" Viananda Ullyl Vaizatul, “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri Perspektif Figh Siyasah: Studi di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), http://etheses.uin-
malang.ac.id/id/eprint/28298.
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Berdasarkan dari definisi implementasi dan kebijakan di atas maka dapat
kita simpulkan implementasi kebijakan adalah langkah konkret dalam menerapkan
dan menjalankan keputusan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau
organisasi. Dan menurut para ahli implentasi kebijakan adalah jembatan yang
menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang

diharapkan.?®

Model implementasi kebijakan terdiri dari dua pendekatan yaitu model top-
down dan bottom-up. Pendekatan top-down digunakan untuk mengklasifikasikan
peneliti  yang menggunakan logika berpikir top-down dan selanjutnya
mengklasifikasikan ke bawah untuk mengetahui berhasil tidaknya implementasi
kebijakan. Sebaliknya, pendekatan model bottom-up mengambil logika berpikir
dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi dan menekankan signifikansi dua elemen
krusial dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu struktur kekuasaan birokratis di tingkat

jalanan (street level bureaucrat) dan kelompok sasaran kebijakan.?°

Quade memberikan gambaran bahwa ada empat variabel yang perlu
diperhatikan ketika menganalisis implementasi kebijakan publik: kebijakan yang
direncanakan, yaitu pola interaksi yang diharapkan bagi mereka yang menetapkan
kebijakan untuk mencoba melaksanakannya; kelompok sasaran, yaitu masyarakat
yang diharapkan untuk mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan tersebut.

Perlu melakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhannya; Organisasi pelaksana.

28 Milma Yasmi, “EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH
KEJURUAN,” Spirit Publik 4 (6 September 2008): 215-28,
https://www.academia.edu/3157195/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Pendidikan_Sistem_Ganda_Di_sekolah_Kejuruan.
29 Endik Hidayat, “Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang,” Soetomo
Communication and Humanities 2, no. Vol. 2 No. 1 (2021) (10 Mei 2021): 126-36,
https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165.
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Biasanya ini adalah birokrasi atau badan kerja pemerintah yang bertanggung jawab
melaksanakan kebijakan; Faktor lingkungan, yaitu unsur sistem dalam lingkungan

yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.*°

a. Faktor Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku ekonomi untuk mendirikan dan menjalankan usaha berdasarkan tingkat
kemungkinan cedera atau kerugian akibat suatu bahaya, atau kombinasi dari
kemungkinan dan akibat dari bahaya tersebut. Rezim perizinan ini diatur lebih rinci
dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur lebih lanjut dari penjelasan
mengenai perizinan berusaha berbasis risiko seperti pengawasannya. Berdasarkan
PP Nomor 5 Tahun 2021 pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
dilaksanakan olen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dimana untuk dimalang sendiri di awasi oleh dinas tenaga kerja, penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu kota malang.

b. Faktor Pengawas
Pengawas adalah pemantauan tindakan, aktivitas, atau informasi dengan
tujuan mengumpulkan, mempengaruhi, menutupi, atau mengarahkan informasi.
Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Indikatornya meliputi: a. tata ruang dan standar bangunan gedung; b. standar

S0 HAEDAR AKIB, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” Administrasi Publik 1, no. 1
(2010): 1-11, https://www.academia.edu/109359237/Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana.
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kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup; c. standar pelaksanaan
kegiatan usaha; d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il; dan/atau e.
kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas

Penanaman Modal.

c. Faktor Industri Pabrik Tahu
Industri adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang
dan jasa dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Pabrik Tahu
merupakan salah satu dari contoh industri, intensitas jumlah pabrik tahu di Jawa
sendiri mencapai 80% dari seluruh Indonesia, dalam pengolahannya pabrik tahu
menghasilkan 2 limbah yaitu limbah cair dan padat. Pada umumnya limbah padat
diolah kembali menjadi pakan ternak dan pembuatan tempe. Namun limbah cair
haruslah di kelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan, Akan tetapi
tidak semua pemilik pabrik tahu memiliki kesadaran tersebut sehingga terjadilah
pencemaran lingkungan.
2. Teori Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu serangkaian proses evaluasi yang dilakukan
dengan tujuan untuk mencegah atau menindak apabila terjadinya suatu kesalahan
atau kejadian yang tidak diharapkan oleh suatu organisasi maupun dalam suatu
kegiatan yang direncanakan, dengan adanya pengawasan, diharapkan kesalahan-
kesalahan yang telah terjadi dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi di masa

mendatang.3* Dalam KBBI, pengawasan memiliki makna sebagai segala sesuatu

31 Denny Andrian, “Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web,”
Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA) 2, no. 1 (2021): 85-93,
http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika.
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yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara
sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Yang kata
pengawasan ini berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik

— baik3?

Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses
pengamatan yang cermat terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk
memastikan bahwa setiap pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.3® Lainnya disebutkan oleh
George R. Terry bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan
apa yang harus dicapai, yaitu standar; apa yang sedang dilakukan, yaitu
pelaksanaan; menilai pelaksanaan; dan, jika diperlukan, melakukan perbaikan-
perbaikan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan selaras dengan standar.3
Intinya adalah bahwa tindakan pengawasan akan berfokus pada evaluasi dan
koreksi, sehingga hasil yang dicapai nanti akan selaras dengan hasil yang

diinginkan.

Menurut Henry Fayol “Control consists in verifying whether everything
occurs in conformity with the plan adopted, the instructions issued and principles
established. It has objected to point out weaknesses and errors in order to rectify
them and prevent recurrence. It operates on everything, things, people and actions.
In the absence of effective control over production operations, desired quality in

products to be produced cannot be achieved.” Adapun artinya yaitu pengawasan

32 pengadilan Agama Banggai, “Pedoman Pengawasan,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Banggai,
2020, https://pa-banggai.go.id/pengawasan-dan-pendisiplinan/pedoman-pengawasan#:~:text=Dalam kamus besar bahasa
Indonesia,mengamati dan menjaga baik - baik.
33 Syifa Maisarah, “Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi
Aceh,” Journal of Governance and Social Policy 2, no. 2 (2021): 140-55, https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23300.
34 Dwi, Rifaldi Syahputra dan Nuri Aslami, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry,” Manajemen Kreatif
Jurnal (MAKREJU) 1, no. 3 (2023): 51-56.
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melibatkan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan
serta kesalahan agar tidak terjadi lagi di masa depan. Pengawasan mencakup semua
aspek, baik itu benda, orang, maupun tindakan. Tanpa pengawasan yang efektif

dalam operasi produksi, kualitas produk yang diharapkan tidak dapat dicapai.3®

Dalam melakukan pengawasan suatu organisasi atau kegiatan harus

berpedoman terhadap hal-hal berikut, yaitu:

a. Rencana (planning) yang harus ditentukan.

Perencanaan dalam pengawasan adalah proses menentukan tujuan dan
standar yang harus dicapai, merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencapainya, dan menetapkan Kriteria untuk menilai kinerja. Perencanaan ini
memastikan bahwa semua kegiatan pengawasan memiliki arah yang jelas dan dapat
diukur, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan

yang diperlukan agar hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
Adalah bagaimana perintah yang telah diinstruksikan kemudian dijalankan

dengan sesuai terhadap arahan yang telah diberikan.

c. Tujuan
Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan atau
kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mencapai standar

kualitas yang diinginkan, serta dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Berikut

35 Maureen Chiegeonu et al., “Improving Produc vity of Small Businesses in Nigeria through Total Quality Management,”
2024, 37-49.
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beberapa tujuan utama dari pengawasan:

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Hal ini mencakup serangkaian aturan, pedoman, prosedur, dan prinsip
yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan pengawasan suatu proyek atau
kegiatan. Kebijakan tersebut biasanya disusun oleh manajemen atau pihak yang
bertanggung jawab atas pengawasan, dan berfungsi sebagai panduan bagi semua
pihak yang terlibat dalam proses pengawasan.

Handayaningrat menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat
membantu mengatur pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana®. Ada beberapa

metode pengawasan yang dapat diterapkan, di antaranya:

a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau
pimpinan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat

pada waktu pekerjaan sedang berlangsung®’

b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara

menerima laporan langsung dari pelaksana.3®

c. Pengawasan formal (resmi) adalah pengawasan yang dilaksanakan secara resmi
oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan atau atasan

organisasi. Pengawasan ini biasanya menetapkan prosedur, hubungan, dan tata

% Aulia Akmal, “Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv Kabel) Oleh Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Riau,” 2024.
87 Purwadi Purwadi, “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda,” Akuntabel 14, no. 2 (2018): 187,
https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911.
3 Tri Ayu Febriyanti, “PENGAWASAN TERHADAP BBM NON SUBSIDI OLEH DISPERINDAG DI KABUPATEN
LAMONGAN,” NOVUM : JURNAL HUKUM Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya 9, no. Vol 9 No 4 (2022)
(2022): 9, https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43439.
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kerja yang jelas.

d. Pengawasan non formal (tidak resmi) adalah pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Pengawasan ini dapat dilakukan
oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.4°

e. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap unit
manajemen sebagai langkah prosedural dalam pelaksanaan suatu program

manajemen.*!

. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik

39 Margareth Rantung et al., “Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Minahasa,” Academy of Education Journal 15, no. 1 SE-Articles (25 Januari 2024),

https://doi.org/10.47200/a0ej.v15i1.2251.

40 Hawana, “Monitoring dan Supervisi Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah di SDN No.014727 Perupuk

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” (2020), http://repository.uinsu.ac.id/9888/1/tesis hawana pdf.pdf.

41 Astuti Astuti, “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN,” Journal Ilmu Sosial, Politik Dan

Pemerintahan 13, no. Vol. 13 No. 1 (2024): JISPARL1 (2024): 5-24, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.
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BAB I11

Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
Empiris. penelitian empiris atau yang juga dikenal dengan yuridis sosiologis yaitu
suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya dengan memandang
hukum sebagai seperangkat realitas (reality), tindakan (action), dan perilaku
(behavior).*?Alasan digunakannya jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ingin
menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMTSP
terhadap perizinan berbasis risiko dan pencemaran yang dilakukan oleh pabrik tahu
yang tidak memiliki izin.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai fakta empiris
yang di ambil dari wawancara dan observasi objek penelitian. Dengan tujuan akan
menemukan fakta dan data dari objek penelitian, mengidentifikasi data yang
didapat dan akhirnya akan menghasilkan solusi terhadap masalah tersebut lalu
menghimpun dan memasukkan data tersebut ke dalam hasil penelitian *3.Penelitian
ini akan dilakukan dengan mengkaji bagaimana DISNAKERPMPTSP dalam
mengawasi perizinan berbasis risiko dan tindakan terhadap pengusaha pabrik tahu
yang mencemari lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana perilaku
DISNAKERPMPTSP Kota Malang berdasarkan UU Cipta Kerja, dalam melakukan

pengawasan pada perizinan berbasis risiko dan usaha pabrik tahu yang mencemari

42 Nur, Dr.Solikin. 2021. Buku Pengantar Penelitian Hukum.
4 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer,” Refleksi Hukum: Jurnal llmu Hukum 3, no. 2 (7 Agustus 2019): 145-60,
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
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sungai di Kota Malang.
B. Pendekatan penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.
merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi
yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.** Dengan
menggunakan pengaturan yang telah ditetapkan di UU Cipta Kerja, lalu
dihubungkan dengan masalah yang terjadi di lapangan melalui observasi dan
wawancara terhadap objek penelitian. Ini adalah penelitian yang mencoba untuk
menemukan korelasi antar berbagai variabel yang terdiri dari studi dokumen,
pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).*> Hal yang akan di identifikasi
adalah bagaimana DISNAKERPMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap
perizinan berbasis risiko dan pabrik tahu yang mencemari lingkungan.
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yaitu :
1. Pabrik Tahu Guyub Rukuni berletak di JI. Kendalsari No.11, Tulusrejo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, yang dekat dengan sungai Amprong
2. Pabrik Tahu Sukun 29 yang terletak di JI. Sukun Gempol No.29a, Tanjungrejo, Kec.
Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147, yang dekat dengan kali kutuk
3. Pabrik Tahu Pak Yhudi yang terletak di JI. LA Sucipto Gg. Stasiun No. 02, Purwodadi,
Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur .yang dekat dengan sungai Bango
4. DISNAKERPMPTSP di Mal Pelayanan Publik "Merdeka" Kota Malang, 2J9J+8QH,

JI. Merdeka Timur, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

44 Dr, Muhaimin Metode Penelitian Hukum. Mataram University Perss. ISBN ISBN: 978-623-7608-48-6
4 R Sugiharto dan Rina Lestari, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN
SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang),” Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. 1l (Mei-
Agustus, 2015), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1368.
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D. Sumber Data
Sumber data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian.
Dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana suatu
subyek atau data peneliti per oleh. Dalam penelitian empiris keberadaan suatu
informan itu sangat diperlukan sebagai sumber data. Informan ini dapat berupa
manusia, peristiwa, keadaan yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, maka sumber
data di klasifikasikan menjadi:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tanpa
perantara).*® Sumber data diperolen dari lapangan secara langsung dengan
wawancara kepada Pak Bambang sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Ekparsosbud di DISNAKERPMPTSP dan beberapa pengusaha
pabrik tahu, yang dapat berupa catatan tertulis, perekaman, maupun foto yang

diambil dari hasil wawancara.
b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber literatur lain yang
telah ada sebelumnya, seperti buku-buku, atau jurnal sebagai data pelengkap
sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa pengkajian
pustaka yang telah dilakukan kepada buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian yang
terkait dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil

penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

46 Alfanda Andika et al., “PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PARFUM DI
AZZWARS PARFUM LUBEG PADANG,” diakses 23 November 2023, https://doi.org/10.31227/osf.io/upgc3.
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E. Metode Penentuan Subyek
Penentuan subyek menggunakan metode proporsi sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah.
Sehingga setiap unit sampling akan memperolah peluang yang sama untuk menjadi
sampel dan mewakili populasi.*’ Dengan jumlah populasi sebanyak 69 pabrik
penelitian ini akan berbatas pada perwakilan dari 3 wilayah dengan populasi pabrik
tahu terbanyak yaitu Sukun, Lowokwaru, dan Blimbing,, selanjutnya pabrik tahu
yang memiliki perizinan berbasis risiko, dan tidak. Serta dari skala pabrik tahu kecil
dan sedang karena tidak ada pabrik tahu dengan skala besar di Kota Malang.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

A. Wawancara
Wawancara adalah suatu komunikasi di mana ada satu pihak yang
melemparkan pertanyaan dan ada pihak lain yang memberikan jawaban atau
informasi terhadap pertanyaan itu., dengan tujuan meminta interpretasi makna
kepada narasumber yang memiliki otoritas terhadap suatu aturan hukum yang
berlaku.*® Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung

kepada perwakilan dari DISNAKERPMPTSP dan para pemilik usaha pabrik tahu.

47 Yusreza, Verry. 2021. ““Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.” Nuevos Sistemas de
Comunicacion e Informacion, 2013-15. Hal.38
48 Pangaribuan, Aristo. 2023. “Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal.” Jurnal Hukum 6
(2): 351-83.
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Pertanyaan yang diajukan akan disesuaikan dengan pengetahuan perwakilan
dari DISNAKERPMPTSP dan para pemilik usaha pabrik tahu terkait UU Cipta
Kerja tentang perizinan berbasis risiko dan pencemaran limbah pabrik tahu di Kota
Malang.

B. Studi Dokumentasi

Dokumen ini dimaksudkan sebagai konsep sentral untuk merujuk pada
semua objek yang mungkin dijelaskan. Dokumentasi dipahami sebagai proses dan
produk. Penelitian dokumentasi melibatkan tiga aspek yang saling melengkapi: 1)
aspek kognitif, 2) aspek teknis, dan 3) aspek sosial.** Dalam menggunakan metode
dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui sumber tertulis dari dinas tenaga
kerja, penanaman modal, dan pelayanan satu pintu kota Malang, buku dan foto dari
hasil wawancara untuk mengetahu bagaimana penerapan Undang -Undang No.6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam implementasi perzinan berbasis resiko untuk

mencegah pencemaran limbah pabrik tahu di Kota malang.

C. Analisis Data
Proses pengolahan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :
1. Memeriksa Data (Editing)

Tinjauan atau pengeditan data adalah proses memeriksa kembali data yang
dikumpulkan untuk menilai kesesuaian, relevansi, kelengkapan, dan kejelasannya.
Proses ini meliputi peninjauan kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan
makna jawaban, dan kesesuaian jawaban. Pemrosesan juga mencakup klarifikasi,
keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Tujuannya

adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup baik dan siap

4 Blasius Sudarsono, “MEMAHAMI DOKUMENTASI,” Acarya Pustaka 3, no. 1 (5 Desember 2017): 47,
https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735.
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untuk diolah lebih lanjut. Proses editing juga memudahkan pengkodean dan

pengolahan data menggunakan metode statistik.

2. Kilasifikasi (Classifiying)

Klasifikasi atau ‘klasifikasi” adalah proses pengelompokan sesuatu
berdasarkan persamaan dan perbedaan. Mengacu pada suatu cara menyusun data
secara sistematis atau menurut aturan yang telah ditentukan. Dalam arti sebenarnya,
klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya. Proses ini
berkontribusi pada pemahaman kita tentang berbagai hal dengan
mengategorikannya ke dalam kategori tertentu, membuatnya lebih mudah untuk

dikenali, dipelajari, dan dipahami.
3. Verifikasi (veryfying)

Verifikasi atau “validasi” adalah proses pemeriksaan ulang data yang dikumpulkan untuk
menilai kesesuaian, relevansi, kelengkapan, dan kejelasannya. Proses ini meliputi peninjauan
kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, dan kesesuaian jawaban. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup baik dan siap untuk diolah lebih
lanjut. Proses peninjauan juga mencakup kejelasan, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang
dikumpulkan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data dengan tujuan mencari informasi
yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan.
Proses ini mencakup pemeriksaan data, pembersihan, transformasi, dan pemodelan.
Ada berbagai pendekatan dan teknik analisis data, yang digunakan dalam berbagai
bidang seperti bisnis, sains, dan ilmu sosial. Teknik analisis data dapat mengungkap
tren dan indikator yang hilang di lautan informasi. Hasil analisis data dapat

digunakan untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi bisnis atau
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sistem. Teknik analisis data yang umum meliputi analisis regresi, analisis deskriptif,

dan analisis inferensial.

5. Kesimpulan (Concluding)

Simpulan atau “kesimpulan” adalah bagian akhir surat atau karangan yang
mewakili kesimpulan suatu topik yang telah dibahas sebelumnya. Kesimpulan
merangkum setiap permasalahan yang dibahas dalam aliran pemikiran untuk
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan dalam
penelitian. Bagian ini juga mendorong pembaca untuk melihat temuan penelitian

dari perspektif baru.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis Kota Malang
Secara administrasi Kota Malang adalah kota yang terletak pada ketinggian

antara 440 — 667 meter di atas permukaan air laut, Kota Malang sendiri merupakan
salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Jawa timur karena potensi alam dan
iklim yang dimiliki®®. Letaknya sendiri berada ditengah-tengah wilayah kabupaten
Malang secara astronomis terletak 112,06° —112,07° Bujur Timur dan 7,06° — 8,02°
Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara  : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Serta dikelilingi gunung-gunung:

a. Gunung Arjuno di sebelah Utara

b. Gunung Semeru di sebelah Timur

c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat

d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

%0 Jurnal Ilmu Sosial, “Pembangunan Pusat perbelanjaan, Dampak Pembangunan, Hukum Administrasi Negara 17 04, no. 01
(2019): 1-11.
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2. Iklim
Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara
berkisar antara 22,7°C — 25,1°C, Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan
suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan
kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya
daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim
hujan, dan musim kemarau. Berdasarkan pengamatan dari Klimatologi
Karangploso pada bulan Februari, November, Desember curah hujan di Kota
Malang relatif tinggi. Sedangkan untuk bulan Juni dan September Curah hujan
relatif rendah. Dan mencapai Kecepatan angin maksimum di bulan Mei, September,
dan Juli.®
3. Keadaan Geologi Dan Jenis Tanah
Untuk keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :
1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur
4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan
Di Kota Malang sendiri terdapat 4 jenis macam tanah yang dapat di temukan, antara

lain :

a. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
b. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.

c. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.

51 Annisaa Hamidah Imaduddina, Widiyanto Hari Subagyo, dan Ibnu Sasongko, “Tren Perubahan Tren Perubahan
Penggunaan Lahan Di Kawasan Pheryurban Kota Malang,” Prosiding SEMSINA 3, no. 1 (2022): 37-48,
https://doi.org/10.36040/semsina.v3i1.4914.
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d. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha
Secara umum struktur tanah yang ada di Kota Malang sendiri dapat terbilang relatif
baik, namun perlu untuk mendapat perhatian lebih dikarenakan adanya tanah andosol yang
itu memiliki sifat peka erosi, tanah ini sendiri terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan
relatif kemiringan sekitar 15%°2
C. Kondisi Penduduk

Di Kota Malang sendiri kondisi penduduk dapat dilihat sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk : 847.182 Jiwa
b. Jumlah KK 1 284.136 KK

c. Jumlah laki-laki : 421.340 Jiwa
d. Jumlah Perempuan : 425 842 Jiwa

D. Kondisi Objek Penelitian Pabrik Tahu

Di dalam penelitian ini sendiri terdapat 3 pabrik yang dijadikan sebagai
penelitian oleh peneliti adapun nama pabrik-pabrik tersebut adalah pabrik tahu Pak
Yhudi Kota Malang, pabrik tahu Guyub Rukun, dan pabrik tahu Sukun 29. Adapun
dari sejarahnya pabrik tahu Pak Yhudi Kota Malang adalah pabrik tahu yang terletak
di Sukun kecamatan Sukun Kota Malang yang didirikan oleh Pak Darma hampir
50 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1984 kurang lebih. Pada saat pertama kali
didirikan pabrik ini sendiri di kelola olah Pak Darma namun setelah Pak Darma
meninggal pabrik ini pun di turunkan kepada anaknya Mas Adnan yang meneruskan
mengelola pabrik ini, semasa pengelolaan Mas Adnan pabrik ini telah berkembang

cukup baik hingga dikenal oleh para warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut.

52 Pemerintah Kota Malang, “Keadaan Geografis Kota Malang,” 2008, https://malangkota.go.id/geografis/.
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Setelah masa pengelolaan Mas Adnan, Mas Adnan juga mendaftar kan
pabrik tahu Pak Yhudi sehingga sudah mendapatkan 1zin, dan saat ini Mas Adnan
memiliki 5 orang pekerja yang mengurus proses yang berbeda-beda dari
perendaman kedelai, penggilingan kedelai, pemasakan kedelai, penyaringan,
penggumpalan, pembungkusan dan pencetakan. Proses memasak sendiri dalam
satu hari dapat mencapai 4 kuintal yang dimasak dalam satu harinya dalam 2 kali
pengerjaan. Dalam pemrosesan pengelolaan limbah untuk limbah yang padat akan
dijadikan menjes dan pakan ternak. Namun, untuk limbah yang cair itu akan
dibuang ke selokan yang selokan-selokan tersebut telah dipasang saringan untuk

menyaring limbah tahu.%?

Pabrik tahu Guyub Rukun, sejarah pabrik tahu ini agak sedikit lebih muda
dari pabrik tahu Pak Yhudi karena pabrik tahu ini didirikan pada tahun 1990 oleh
Pak Wardana yang telah beliau kelola dari umur yang masih terbilang cukup muda,
akan tetapi setelah 30 tahun beliau pun memilih untuk pensiun dan meneruskan
pabriknya kepada anaknya yaitu Mas Slamet. Mas Slamet sendiri telah mencoba
mengelola pabrik ini selama 3 tahun dan masih mencoba untuk mempelajari dan

mengenal pabrik ini lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara sendiri Mas Slamet menyatakan bahwa
pabrik Guyub Rukun ini telah memiliki izinnya. Jumlah pekerja yang dimiliki
pabrik ini mencapai 7 orang, Namun pekerja ini juga dibagi karena pabrik tahu
Guyub Rukun juga melaksanakan bisnis peternakan sehingga menjadi 3 orang yang
bekerja dalam pembuatan tahu dan 4 orang sisanya mengurus peternakan.

Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi pabrik tahu Guyub

53 Jum, wawancara, (Malang,13 Maret 2024)
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Rukun memerlukan 1 harian, dan dari 1 hari itu hasil tahu yang dihasilkan akan
mencapai 2 kuintal namun ini juga tergantung dari pasar karena seperti saat ini hasil
tahu yang di hasilkan hanya 1 kuintal setengah kurang setengah dari jumlah
biasanya. Untuk limbah yang dihasilkan oleh pabrik tahu, limbah yang padat akan
dijadikan menjes dan campuran makanan sapi. Dan untuk limbah cairnya sendiri
akan dijadikan sebagai air minum sapi sehingga proses pengelolaan limbahnya

dapat dibersihkan secara maksimal dan mencegah tercemarnya lingkungan.>*

Dan untuk pabrik tahu yang terakhir adalah pabrik tahu 29, pabrik tahu 29
telah berdiri selam 92 tahun dan telah diturunkan secara turun temurun sebanyak 3
generasi. Adapun pemegang pabrik saat ini adalah seorang bapak-bapak yang

bernama Pak budi,

Pak Budi telah memegang pabrik tahu 29 dalam waktu yang tidak sebentar
yaitu 11 tahun. Selama 11 tahun ini pak budi telah memiliki 6 orang pekerja yang
mengurus tahu mulai dari awal pemrosesan bahkan sampai pengantaran tahu sendiri
ke pasar. Tiap harinya produksi tahu yang dihasilkan dapat mencapai 1 sampai
dengan 1 setengah kuintal dengan perkiraan proses pembuatannya dari mentah

sampa jadi mencapai waktu setengah hari atau 12 jam.

Namun, terlepas dari lamanya pabrik ini berdiri. Pabrik tahu 29 memiliki
skala yang cukup kecil dan sayangnya pabrik ini terlepas dari lamanya ada sampai
saat ini masih belum juga memiliki izin untuk berusaha. Bahkan dalam proses
pengelolaan limbahnya, limbah yang diolah cuman limbah yang padat yang
kemudian akan di jadikan menjes tahu namun untuk limbah yang cair itu hanya

akan di buang begitu saja di selokan tanpa adanya penyaringan atau tindakan

54 Slamet, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)
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lainnya.

Setelah ditanya alasan kenapa tidak dibuat izin dan dilakukan tindakan
pengelolaan limbah Pak Budi menjawab bahwa situasi lingkungan atau tempat
lokasi dari pabriknya membuatnya kesulitan dalam melakukan pengelolaan
limbah.%®

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal , Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah bagian dari Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas dan
kewenangan desentralisasi. Kepala Dinas memimpin unit ini dan bertanggung
jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas
Daerah Kabupaten/Kota adalah menjalankan kewenangan yang didelegasikan atau
diotorisasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.*® Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan salah satu dinas
yang di tunjuk oleh pemerintah Kota Malang. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021
kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah:

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

55 Budi, wawancara, (20 Maret 2024)
% ARIEF RIYANDA, “REDESAIN KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS,” diakses 7 Mei 2024, http://eprints.undip.ac.id/45006/.
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Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah
di Bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan®’

b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu

2) pelayanan perizinan dan non perizinan;
3) pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
4) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja

swasta,;

5) pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan

non perizinan;

6) pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
7) pengukuran produktivitas tenaga kerja;
8) pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta

perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;

9) koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan Purna

penempatan;

10) koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;

11) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk

57 Pasal 4 ayat 1 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;

12) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan di Daerah;

13) penetapan pemberian dibidang penanaman modal fasilitas/insentif dibidang

penanaman modal

14) penyusunan peta potensi investasi;

15) penyelenggaraan promosi penanaman modal;

16) fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;

17) pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;

18) pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang

terintegrasi;

19) pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan non perizinan yang

diterbitkan;

20) pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman

modal, dan perizinan;

21) pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal,
dan perizinan;

22) pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga

kerja, penanaman modal dan perizinan;

23) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
24) pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
25) pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
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26) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu®®
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja
yang mengatur tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi untuk menghubungkan
pekerjaan individual dengan kelompok secara efisien.®® Sesuai dengan Peraturan
Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021, susunan organisasi dan Tata Kerja

DISNAKERPMPTSP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Umum dan kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional;

d. Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial

Budaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

58 Pasal 4 ayat 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
%9 pemerintahan.malangkota.go.id. n.d., “Struktur Organisasi,” pemerintahan.malangkota.go.id, Mei 2022,
https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10.
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f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pekerjaan Umum, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional,

STRUKTUR ORGANS

uuuuu

Do
{
L-E
|

n
2]
&
LO)

Bagan 1. 1 Struktur Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Moda, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Malang

3. Visi dan Misi
Dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun kedepan Dinas
Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang
memiliki visi yaitu:
“Terwujudnya Pelayanan prima dan Ramah Investasi”
Maka dengan mewujudkan visi tersebut disusunlah juga misi yang sejalan

agar dapat mencapai hal tersebut yaitu:

“Meningkatkan Mutu Pelayanan Yang Adil Terukur, Berkualitas Dan Akun

tabel”
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C. Penerapan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Berdasarkan Undang-Undaang
Cipta Kerja Terhadap Pabrik Tahu di Kota Malang
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah izin usaha yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan penilaian terhadap tingkat risiko kegiatan tersebut. Penilaian risiko
biasanya dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang memiliki bobot dari 1
hingga 5.

Izin ini memberikan keleluasaan lebih kepada pelaku usaha untuk memulai
dan mengoperasikan usahanya berdasarkan tingkat risiko yang terukur. tingkat
risiko dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah, Menengah Rendah,
Menengah Tinggi, dan Tinggi, dengan masing-masing kategori memiliki
persyaratan dan prosedur yang berbeda untuk perizinan berusaha.®°

Adapun maksud dari skala likert adalah skala pengukuran yang
dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. Skala Likert terdiri dari empat
atau lebih butir pertanyaan yang dikombinasikan untuk membentuk sebuah skor
atau nilai yang merepresentasikan sifat individu, seperti pengetahuan, sikap, dan
perilaku. Dalam analisis data, komposit skor biasanya digunakan, seperti jumlah
atau rataan, dari semua butir pertanyaan untuk mengekstrak informasi yang lebih
spesifik tentang responden.®!

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah jenis perizinan usaha yang

didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Konsep ini dipengaruhi

60 Muhammad Bimaresmana et al., “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko ( Studi Usaha Mikro Kecil
Menengah di Kota Mataram ) Implementation of Risk-Based Business Permits ( Study of Micro , Small and Medium
Enterprises in Mataram City ) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina,” no. 22 (2023): 128-40.
81 Tibertius Nempung, Timor Setiyaningsih, dan Nur Syamsiah, “Otomatisasi Metode Penelitian Skala Likert Berbasis Web,”
no. November (2015): 1-8.
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oleh penyesuaian implementasi Pasal 6 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk mendorong semangat penyederhanaan
atau pengurangan izin usaha.

Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah penetapan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbasis risiko, serta penggantian
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal, yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terkait Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal (DNI).
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 kemudian dibentuk untuk mengatur

pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini.®?

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang -Undang yang
diciptakan dengan harapan dapat memperluas dan memperbanyak lapangan kerja
yang dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja
baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan salah satu
alasan diciptakannya Undang -Undang ini. Karena dampak yang di berikan oleh
COVID-19 terhadap 11,53 juta orang penduduk usia kerja yang menjadi
pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,55 juta
orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang
mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang. Yang terakhir karena

dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan

62 Honny David Kansil, Een N. Walewangko, dan Vecky A.J. Masinambow, “Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Untuk Meningkatkan Ease of Doing Business Pada Kota Manado,” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah
25, no. 1 (2024): 14-29, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/52072.
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ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Oleh karena alasan -alasan tersebut maka pada Pasal 7 ayat 1 UU Cipta
Kerja berbunyi Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala
usaha kegiatan usaha.®?

Dengan adanya perizinan yang di permudah tersebut maka timbullah hal
yang selanjutnya krusial untuk dipikirkan juga yaitu mengenai pengawasannya,
sehingga pada pasal 11 UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap
setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan
berdasarkan tingkat risiko tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(71 dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.®* Dan lebih lanjut
lagi jelaskan pada pasal 12 bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan
Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1,
diatur dalam Peraturan Pemerintah.”®® Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah peraturan yang mengatur secara spesifik
mengenai pelaksanaan perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara dan pengawasan pada proses

perizinan bagi pelaku usaha, dan juga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah

83 Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
8 Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

% Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
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(UMKM).

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini tidak hanya
meliputi bagaimana melakukan perizinan untuk para pengusaha yang di permudah
tapi juga untuk mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;

Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem oss;

Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;

Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;

Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan

Sanksi.

BERANDA INFORMASI v REGULASI PANDUAN KONTAK v Q

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil.
Regulasi yang tumpang tindih

dan prosedur rumit dipangkas @

Ir. H. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia
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KAWASAN
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Gambar 4.1 Front Page Sistem OSS Sebagai Tempat Pengajuan lzin Usaha
Online
Dan hal ini sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi
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dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara
lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
per Undang -Undangan. Sehingga bagi para pengusaha yang ingin melakukan
kegiatan usaha sekarang wajib untuk mendapatkan persyaratan dasar perizinan
berusaha dan/atau perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dan apabila memang masih
ada usaha yang memakai izin yang lama maka usaha tersebut tidak akan dianggap
mempunyai izin dan harus mengajukan izin yang baru yaitu izin dari OSS-RBA
atau persyaratan dasar Perizinan Berusaha®®
2. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan
tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha
besar, penetapan tingkat risiko ini di lakukan berdasarkan hasil analisis Risiko yang
hal itu wajib dilakukan secara transparan, akun tabel, dan mengedepankan prinsip
kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Yang kemudian

tingkat risiko itu menjadi penentu jenis Perizinan Berusaha

Pelaksanaan analisis risiko sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa tahapan.
Pertama, dilakukan pengidentifikasian kegiatan usaha untuk menetapkan fokus
analisis risiko pada berbagai jenis kegiatan usaha. Kemudian, dilakukan penilaian
tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya untuk menilai risiko intrinsik dan
potensi risiko dari masing-masing kegiatan usaha. Setelah itu, dilakukan penetapan

tingkat risiko dan peringkat skala usaha berdasarkan hasil penilaian. Langkah

% Nurmawan, Bambang. Wawancara, (Malang, 29 April 2024)
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terakhir adalah penetapan jenis perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat
risiko yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan usaha. Pendekatan ini dirancang
untuk memastikan bahwa perizinan berusaha diberikan secara proporsional dan

efektif berdasarkan analisis risiko yang teliti terhadap setiap kegiatan usaha.®’

Terdapat beberapa aspek yang diperlukan agar dapat melakukan penilaian
tingkat bahaya yaitu :

1) Kesehatan, bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar
lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas.

2) Keselamatan, yaitu hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan
baik itu pekerja, karyawan, dan/ atau pegawai.

3) Lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup

4) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, melihat bahaya terhadap
keberlanjutan sumber daya alam dan non-alam

5) Aspek lainnya, Tergantung sifat usahanya.

.Yang kemudian hasil dari perhitungan tersebut disimpulkan dan dinilai
potensi terjadinya bahaya yang dibagi menjadi hampir tidak mungkin terjadi,
kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi. Untuk
nilai hampir pasti terjadi baru dapat diperoleh apabila suatu usaha tersebut telah
dinilai tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Dan setelah usaha tersebut melewati penilaian-penilaian di atas maka
barulah kegiatan usaha tersebut diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan

tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Khusus untuk tingkat risiko menengah

67 Pemerintah Republik Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO,” Pub. L. No. 5, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2021).
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itu dibagi menjadi tengah rendah dan tengah tinggi.

Usaha pabrik tahu merupakan salah satu usaha yang tergolong dalam risiko
rendah sampai dengan menengah rendah. Hal itu dikarenakan pabrik tahu. memiliki
yang risiko yang cukup signifikan, seperti halnya pada kesehatan dan keselamatan
di mana para pekerja harus mengangkat beban berat yang dapat menimbulkan risiko
pegal/cedera otot.%® Lalu juga kurangnya aspek kesehatan terutama dalam masalah
hygiene dan tata letak ruang pengolahan yang dapat meningkatkan risiko
kontaminasi silang.®°. Adanya limbah basah juga menjadi faktor risiko dalam aspek
lingkungan. "°. Dan yang terakhir yaitu risiko fluktuasi harga kedelai serta kualitas

bahan baki yang dapat berdampak pada usaha dan konsumen.’*

Bagi usaha dengan tingkat perizinan berbasis risiko rendah, izin usaha yang
diperlukan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai
identitas resmi pelaku usaha dan juga sebagai legalitas untuk menjalankan kegiatan
usaha. Dengan NIB, pelaku usaha dapat secara sah dan resmi melaksanakan

kegiatan usaha mereka tanpa persyaratan perizinan tambahan yang rumit.

Ini mencerminkan pendekatan yang sederhana namun efektif dalam
memberikan izin kepada usaha dengan tingkat risiko yang rendah, memungkinkan

pelaku usaha untuk beroperasi dengan lebih mudah dan teratur sesuai dengan

88 Santika Sari et al., “ANALISIS RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PABRIK TAHU
BAPAK PAIMIN DENGAN METODE HIRA,” JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri 10, no. 1 (9 Maret 2023): 1,
https://doi.org/10.24853/jisi.10.1.1-8.
8 and Nurul Latifasari. Faizah, Rara Erawati, Carantia Raharditya, Poppy Ambar Rini, Alif Hafizhi, Yumna Nurul
Fauziyyah, Lukvinda Asfi Muzakiyah, “Kajian keamanan pangan industri tahu kaliputih berdasarkan hygiene dan sanitasi di
kecamatan purwokerto timur,” Journal of Technology and Food Processing (JTFP) 4, no. 2 (2024),
https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jtfp/article/view/1539.
70 Fakhreisya Muharrahmi et al., “Analisis Dampak Limbah Cair Pada Pabrik Tahu Terahadap Pencemaran Lingkungan Di
Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang,” Journal Of Health and Medical Research 3, no. 3 (2023): 1-23,
https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/459/491.
"L Herlin Halim, La Rianda, dan Yusna Indarsyih, “Analisis Manajemen Risiko Produksi Tahu ( Studi Kasus Usaha Tahu
Ainul di Kabupaten Pulau Taliabu ) Risk Management Analysis of Tofu Production ( Case Study of Ainul Tofu Business in
Taliabu Island Regency ),” Tekper : Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Pertanian 5 (2024): 39-52,
https://ojs.uho.ac.id/index.php/IMIP/article/view/45380.
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hukum yang berlaku.”

Dalam kasus kegiatan usaha dengan risiko menengah hingga tinggi,
perizinan yang diperlukan termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat
Standar. Sertifikat Standar yang dimaksud adalah sertifikat yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah memverifikasi bahwa pelaku
usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjalankan kegiatan usaha
tersebut. Pemberian NIB dan Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha berisiko
menengah hingga tinggi adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberikan
izin usaha sesuai dengan tingkat risiko yang terkait.

NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang menunjukkan
keberadaan dan keabsahan usaha mereka, sementara Sertifikat Standar menegaskan
bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh
pihak berwenang. Dengan adanya perizinan ini, diharapkan pelaku usaha dapat
beroperasi dengan lebih jelas dan teratur dalam lingkungan yang terkendali.”

Untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha diberikan Nomor
Induk Berusaha (NIB) serta izin yang merupakan persetujuan dari pemerintah pusat
atau daerah. Sebelum mendapatkan izin resmi, pelaku usaha dapat menggunakan
NIB sebagai legalitas untuk persiapan usaha mereka.

Namun, karena kegiatan usaha ini tergolong sebagai risiko tinggi, pelaku
usaha harus memperoleh Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk.
Sertifikat ini diberikan setelah hasil verifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah

melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses verifikasi ini bertujuan

2 Anindita Dinar Susanti, “Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan
Berusaha,” Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 14, no. 3 (2021): 179, https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408.
8 Michelle Lucky Madelene dan Jinner Sidauruk, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM
PERIZINAN USAHA BAGI UMKM,” Nommensen Journal of Business Law 01, no. 5 (2022): 32-46,
https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-.
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untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan memenuhi
standar keamanan, kualitas, dan keselamatan yang ditetapkan, sehingga dapat
dijalankan secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya
persyaratan ini, diharapkan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha tinggi dapat
dikelola dengan baik dan meminimalkan potensi dampak negatif pada masyarakat
dan lingkungan sekitar.”

D. Pengawasan DISNAKERPMPTSP Kota Malang Serta Terhadap Pabrik
Tahu Yang Tidak Memilik Izin Dan Mencemari Lingkungan Di Kota
Malang

1. Pengawasan DISNAKERPMPTSP Kota Malang Serta Terhadap Pabrik Tahu
a. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sesuai norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat. pelaksanaan penerbitan izin berusaha tersebut akan dilakukan oleh Lembaga
0SS, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, Kepala DPMPTSP
provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota, Administrator Kek dan kepala badan Pengusahaan KPBPB.

DISNAKERDPMPTSP Kota Malang sendiri merupakan sebuah
organisasi perangkat daerah yang menerbitkan perizinan berusaha di Kota Malang
atas izin dari wali kota. Seusai dengan kewenangan masing-masing Wali Kota
Malang melakukan pemeriksaan persyaratan perizinan Berusaha harus sesuai
dengan jangka waktu dan memberikan Perizinan Berusaha harus seusai dengan

masa berlaku, Maka sebagai pelaku usaha pun wajib untuk mematuhi persyaratan

74 Zulkifli Lahabu, Risno Mina, dan Abdul Ukas Marzuki, “Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan
Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurnal Yustisiabel 6, no. 1 (2022): 70,
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1595.
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1)
2)
3)

4)

5)

dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.

Dalam hal pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, itu akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
DISNAKERPMPTSP Kota Malang sendiri sebagai organisasi perangkat daerah
Kota Malang maka akan menjadi wakil dari pemerintah daerah Kota Malang yang
akan mengawasi para pengusaha mengenai perizinan berusaha berbasis risiko di
Kota Malang. Pengawasan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan
bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan menilai dari beberapa indikator,
yaitu:
tata ruang dan standar bangunan gedung;
standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup
standar pelaksanaan kegiatan usaha;
persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1; dan/atau

kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas
Penanaman Modal.

Wali Kota Malang sebagai pengawas yang memiliki kewenangan pada
Pemerintah Daerah Kota Malang maka akan melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangannya. Pengawasan tersebut harus dilakukan dengan cara yang
terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB. Maka untuk mencapai pengawasan yang terintegrasi dan
terkoordinasi tersebut haruslah dilakukan perencanaan Pengawasan terlebih dahulu,

Perencanaan ini mencakup bagaimana waktu dari pelaksanaan
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pengawasan, anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan, dan sumber
daya manusia pelaksana Pengawasan hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh
pak bambang dari DISNAKERPMPTSP Kota Malang namun untuk di Kota Malang
sendiri sangat diprihatinkan bahwa masih terdapat kekurangan sumber daya
manusia yang bisa dikerahkan pada saat pengawasan sehingga menjadi

terganggunya pelaksanaan pengawasan di Kota Malang sendiri’®

Dalam hal melakukan pengawasan, berdasarkan peraturan dari Walikota
Malang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja DISNAKERPMPTSP. Dinas memiliki hak untuk
membentuk Tim Pengawas PTSP yaitu suatu kelompok kerja yang terdiri dari unsur-
unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap Perizinan dan non perizinan yang telah
diterbitkan, tim ini beranggotakan tenaga teknis internal dinas dan bisa juga tenaga
teknis eksternal ataupun keduanya yang ditetapkan berdasarkan keputusan
Walikota. Anggota- anggota yang telah di bentuk ini tentu saja mempunya
kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dibentuk untuk
memenuhi tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap perizinan dan non
perizinan yang telah diterbitkan, menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan
perizinan dan non perizinan secara berkala, juga memberikan rekomendasi kepada
Kepala Dinas untuk pencabutan Perizinan dan non perizinan?®

Apabila pemerintah Kota Malang akan melakukan pengawasan yang mana

itu di luar dari hal yang sudah direncanakan itu akan menjadikan pemerintah Kota

S Nurmawan, Bambang. Wawancara, (Malang, 29 April 2024)

6 Walikota Malang, “PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATUPINTU (PerWako Nomor 37 Tahun 2021)” (2021).
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Malang melanggar pasal 215 ayat 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa
“Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB

dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan”’’

Adapun tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah untuk memastikan
kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, Selain itu juga
untuk mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap
keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat
ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Serta rujukan pembinaan atau

pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha

b. Jenis Pengawasan
Pada Pasal 218 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertulis bahwa jenis pengawasan yang
dilakukan terhadap para pengusaha tersebut terbagi menjadi dua yaitu:
1) Pengawasan rutin; dan
2) Pengawasan insidental’®
Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan
usaha dilakukan secara rutin dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina dan pengawasan
terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha mematuhi
aturan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pengawasan rutin ini

mencakup audit, inspeksi, dan pemantauan terjadwal secara berkala guna

7 Pasal 215 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
78 Pasal 218 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan.”

Dalam pelaksanaan pengawasan rutin tersebut laporan Pelaku Usaha dan
Inspeksi Lapangan akan menjadi acuan DISNAKERPMPTSP Kota Malang untuk
melakukan pengawasan rutin. Pengawasan rutin yang dilakukan melalui laporan
Pelaku Usaha akan dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelak Usaha

kepada DISNAKERPMPTSP Kota Malang .

Laporan tersebut akan memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar
usaha tersebut dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, dan perkembangan dari
kegiatan usahanya. Pada laporan perkembangan kegiatan usahanya diharuskan
untuk para pengusaha memasukkan realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja
pada tahapan pembangunan dan komersial setiap tiga bulan dan realisasi produksi,
tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility/CSR),
pelaksanaan kemitraan usaha pada tahap komersial, serta penyelenggaraan
pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping

pada tahap komersial dengan frekuensi satu kali dalam setahun.®

Untuk pengawasan rutin yang dilakukan melalui inspeksi lapangan
sebagaimana yang dimaksud di atas akan dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP
Kota Malang dalam bentuk kunjungan yang bisa berupa kunjungan fisik maupun
virtual. Inspeksi lapangan ini akan meliputi pemeriksaan administratif, pemenuhan
standar kegiatan usaha, dan standar produk/jasa tergantung bagaimana situasi di

lapangan ketiga hal tersebut bisa dilaksanakan atau mungkin hanya salah satunya

9 Merissa Bhernaded Lie, “SISTEM PERIZINAN BERBASIS RISIKO : SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA
NEGARA AUSTRALIA DAN NEGARA INDONESIA,” JAPHTN-HAN 1, no. 2 (29 Juni 2022),
https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30.
80 pasal 221 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
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yang dilaksanakan.

Kemudian juga ada pengujian dan pembinaan dalam bentuk pendampingan
dan penyuluhan jika memang diperlukan untuk melakukan pengujian ataupun
pembinaan. Bagi pihak yang akan diberi kuasa untuk melaksanakan inspeksi
lapangan maka wajib untuk memiliki surat tugas yang akan diberikan oleh

DISNAKERPMPTSP Kota Malang untuk wilayah Kota Malang.

Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan untuk satu tahun bagi usaha
yang memiliki Risiko rendah dan Menengah rendah akan dilaksanakan sebanyak 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha dan bagi usaha yang dinilai
memiliki tingkat Risiko menengah tinggi dan tinggi akan dilaksanakan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Bila berdasarkan hasil penilaian pengawasan rutin yang telah dilakukan
sebelumnya usaha tersebut patuh maka bagi usaha dengan tingkat risiko rendah dan
menengah rendah tidak akan dilakukan inspeksi lapangan lagi pada tahun
berikutnya dan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, akan dilaksanakan hanya

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Hasil dari inspeksi lapangan tersebut kemudian akan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan
Pelaku Usaha, yang berita acara tersebut kemudian akan dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan. Dan, prosedur pengisian dan penandatanganan
berita acara akan dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau juga bisa

dilakukan dengan cara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

Apabila pengisian dan penandatanganan tersebut dilakukan melalui Sistem

OSS maka nanti hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir
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elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan. Dan sebaliknya jika
manual, maka setelah mengisi formulir elektronik tersebut maka akan diunggah ke
Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah

penandatanganan berita acara.

Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau
secara virtual, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik dari pengaduan atau
masalah yang dilaporkan. Jenis pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan aduan
dari masyarakat atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaannya, dan akan diproses

jika aduan tersebut disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat atau pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan mereka
secara langsung kepada kementerian atau lembaga terkait baik di tingkat pusat

maupun daerah, atau melalui sistem pengaduan Online Single Submission (OSS).8

Pengaduan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan
tidak langsung. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan cara langsung
datang ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan melakukan pengaduan

dengan cara lisan di sana.

Untuk pengaduan yang tidak langsung masyarakat dapat membuat surat
tertulis kepada pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah, dan juga dapat melakukan
pengaduan melalui sistem elektronik yaitu Sistem OSS atau saluran pengaduan

yang disediakan.

Lembaga OSS sendiri telah secara khusus menyiapkan layanan prosedur

pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS. Yang

8 Dian Rizki, “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARA PERJALANAN
IBADAH UMRAH,” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74013.
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kemudian pengaduan yang dilakukan secara mandiri akan ditindaklanjuti oleh
DISNAKERPMPTSP atau mungkin bersama kementerian/lembaga lainnya.
Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari
DISNAKERPMPTS dan melapor hasil pengawasan insidentalnya dengan

mengunggah pada Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi

Selengkapnya @ Beriokasi Dikek/kpEPE
&Y PENGUMUMAN
Pemeliharan Fitur Pendaftaran Konsultasi Tatap Muka BQ PENGADUAN MASYARAKAT
Penyampaian LKPM Triwulan ll-Semester | Tahun 2024 pada tanggal 1-20 Juli 2024

Q% LICENSE FINDER
Layanan Contact Center OSS Libur Tanggal 8-15 April 2024
Penyampaian LKPM Triwulan | Tahun 2024 20 Maret - 20 April 2024
3054 : I LAPOR!

PERUBAHAN KETENTUAN PENGAJUAN REKOMENDASI KEIMIGRASIAN UNTUK PENANAMAN
MODAL ASING .
o &) Pencarian NIB

Selengkapnya Q
_{Z7)) BERITA S o

Gambar 4.2 Page pengaduan masyarakat melalui sistem OSS

DISNAKERPMPTSP berdasarkan pasal 225 nomor 5 tahun 2021
kemudian akan melakukan penilaian yang dilakukan berdasarkan kewenangannya
terhadap hasil pengawasan. Penilaian hasil pengawasan kemudian akan diolah
berdasarkan indikator dalam pengawasan yang telah disebutkan di atas,

Tujuan dilakukannya ini untuk menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha
dan untuk mengevaluasi perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan penilaian
hasil pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP maka hasil
pengawasan akan dilaporkan kepada Sistem OSS yang kemudianakan melakukan
pengelolaan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala
terhadap penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem OSS juga akan melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan
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pada pengawasan dan melakukan pembaruan pada profil pelaku usaha. Bagi pelaku
usaha sendiri kemudian akan dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait
penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan
profil pelaku usaha.

Pengelolaan data ini akan dilakukan secara terintegrasi melewati elektronik
dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (data

sharing)

Untuk usaha yang tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil atau UMK maka
akan di berikan kemudahan dalam pengawasannya oleh DISNAKERPMTPS,
kemudahan itu berupa laporan kegiatan Penanaman Modal yang tidak diwajibkan
untuk Pelaku Usaha Mikro dan melakukan laporan hanya pada setiap 6 (enam)

bulan dalam 1 (satu) tahun.

Pengawasan rutin bagi pengusaha Mikro Kecil juga akan dilakukan melalui
pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha dan apabila
setelah dinilai ternyata pelaku usaha Mikro Kecil patuh, maka tidak perlu di adakan

inspeksi lapangan.

Dalam penerapannya, berdasarkan kesaksian para pengusaha yang diambil
melalui wawancara. Dari ketiga usaha yang dijadikan sebagai objek penelitian
hanya 2 yang memiliki izin dengan skala usaha yang tergolong ke dalam kecil, Pada
umumnya pengawasan dilakukan dengan mendatangkan tim dari dinas yang di
tunjuk untuk melakukan pengawasan dan tim tersebut kemudian melakukan
pengecekan pada sistem pengolahan limbah pada usaha tersebut yang kemudian

hasil pemeriksaan tersebut akan dicatat dan dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk
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menentukan tingkat kepatuhan usaha tersebut.®?

Pelaksana pengawasan yang telah dikerahkan olehn DISNAKEPRPMPTSP
dalam melakukan pengawasan rutin memiliki tugas untuk melakukan tinjauan
terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha, juga untuk menyusun
laporan hasil tinjauan dan menyampaikan rekomendasi.

Bagi pelaksana pengawasan yang melakukan pengawasan inspeksi
lapangan, terdapat beberapa tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Pertama, mereka harus menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada pelaku usaha paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan
dilakukan. Selanjutnya, mereka wajib menyerahkan surat tugas kepada pelaku
usaha yang akan diperiksa dan menjelaskan isi surat tugas tersebut kepada pelaku
usaha yang bersangkutan.

Selama proses inspeksi lapangan, pelaksana pengawasan bertugas untuk
melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan
yang sebenarnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat berita acara
pemeriksaan yang mencakup temuan dan kesimpulan dari pemeriksaan yang
dilakukan.

Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada
pelaku usaha yang diperiksa sebagai bagian dari proses pengawasan yang
transparan dan bertanggung jawab. Dengan melaksanakan tugas ini, pelaksana
pengawasan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan
peraturan dan standar yang berlaku, serta memberikan informasi yang jelas kepada

pelaku usaha terkait hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan.

82 Jum, Slamet. Wawancara (6 Maret 2024)
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Terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana pengawasan

yang melakukan inspeksi lapangan, yaitu:

1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
2) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
3) menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.®®
Dan apabila ketika melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran
yang dilakukan oleh pelaku usaha maka pelaksana pengawasan memiliki
kewenangan untuk memberhentikan pelanggaran tersebut agar tidak terjadi dampak

yang lebih besar akibat pelanggaran tersebut.

Terhadap pelaksanaan pengawasan yang memerlukan pemenuhan standar
yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus maka pengawas dapat
bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat dan memiliki
akreditasi, apabila memang diperlukan kerja sama dengan lembaga dan profesi ahli

maka keterlibatannya akan dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan.

Dan, apabila memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha maka lembaga atau profesi tersebut harus melapor kepada
DISNAKERPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditemukannya pelanggaran. DISNAKERPMPTSP wajib untuk melakukan
penghentian pelanggaran paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan

untuk mencegah terjadinya dampak pelanggaran yang lebih besar.

8 pasal 228 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
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Dalam melakukan pengawasan, tidak hanya lembaga yang dapat
berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat juga dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan
pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dan menyampaikan pengaduan
masyarakat sebagaimana yang disebutkan pada pengawasan insidental, Untuk
pelaku usaha sendiri memiliki hak untuk melakukan pengaduan apabila seandainya
ditemukan pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai

dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Pelaksana pengawasan yang kemudian ditemukan bahwa memang tidak
menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5
tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka
akan diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan per Undang -Undangan. Dan
untuk setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi
administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang -
Undangan, Namun bisa juga akan dikenai kedua-duanya.

. Tindakan Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Kota Malang
Terhadap Industri Pabrik Tahu Yang Tidak Memiliki Izin

Industri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang terkait
dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku menjadi barang jadi di pabrik,
menggunakan keterampilan dan tenaga kerja serta alat-alat khusus dalam proses
pengolahan hasil bumi. Kegiatan industri juga mencakup distribusi barang hasil
produksi sebagai kegiatan utama. Industri dikenal sebagai tahapan lanjutan dari
usaha-usaha yang memenuhi kebutuhan ekonomi yang terkait dengan sumber daya
alam, yaitu setelah sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang erat

kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya tanah.
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Dalam industri, bahan baku dari sektor pertanian, perkebunan, atau
pertambangan diolah menjadi produk jadi menggunakan proses produksi yang
melibatkan teknologi dan tenaga kerja. Hasil produksi industri kemudian
didistribusikan ke pasar atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan
permintaan. Industri memiliki peran penting dalam mengubah sumber daya alam
menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai tambah ekonomi. Dengan demikian,
industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian yang mendukung

pertumbuhan dan perkembangan suatu negara.®

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang
yang melanggar peraturan atau Undang -Undang. Peraturan atau Undang -Undang
merupakan pedoman bagi individu untuk mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam suatu konteks. Sanksi
diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran

terhadap peraturan atau Undang -Undang.®

Pabrik tahu sebagai salah satu usaha yang memanfaat kan kedelai sebagai
bahan utamanya dan kemudian mengolahnya dengan berbagai proses sehingga
menjadi produk berupa tahu maka dapat dikategorikan sebagai salah satu dari

bidang usaha yang termasuk ke dalam sektor perindustrian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DISNAKERPMPTSP dan Pasal 405
Ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko bagi setiap pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya dan masih tidak

memiliki izin maka akan dikenai sanksi yang pertama yaitu berupa peringatan

8 Javier Syarif Ananta Syahbana et al., “EKONOMI INDUSTRI. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi,” 2,
no. 1 (2024): 177-82, http://jurnal.kolibi.org/index.php/.
8 Kepatuhan Pajak dan Di Bmt, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap” 4, no. 1 (2016): 211-26.
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tertulis, yang kedua yaitu denda administratif, dan penutupan sementara.

Dalam hal pelaku usaha dikenakan peringatan tertulis sebagaimana yang
dimaksud di atas dalam pelaksaan pemberian peringatan tertulis tersebut akan
diberikan paling banyak yaitu 3 (kali) pemberian peringatan tertulis, dengan jangka
dari masing-masing pemberian peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari atau sebanyak

90 (sembilan puluh) secara total.

Selanjutnya apabila ada pengusaha pabrik tahu yang telah dikenakan sanksi
administratif yaitu berupa peringatan tertulis di atas dan masih tidak melakukan
perbaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah ditentukan
tersebut maka selanjutnya akan dikenakan lagi sanksi administratif berupa denda

administratif.

Banyak denda administratif yang harus di bayar oleh pengusaha pabrik tahu
yang melakukan pembayaran, sebanyak 1% (satu persen) dari nilai investasi. Nilai
investasi ini di ambil berdasarkan dari hasil pengecekan yang telah dilakukan oleh
lembaga independen. Pembayaran denda administratif harus dilakukan dengan
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda

administratif diterima.

Apabila pelaku usaha pabrik tahu tidak melakukan pembayaran denda
administratif dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka usaha akan
dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara, dan bila pelaku usaha
pabrik tahu telah melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang
telah ditentukan namun tidakmemenuhi kewajibannya maka juga akan dikenai

sanksi administratif berupa penutupan sementara.®

8 pasal 407 ayat 2-4 eraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
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Pelaku usaha pabrik tahu yang telah dikenai sanksi administratif merupai
penutupan sementara karena tidak memiliki perizinan berusaha, maka akan
dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh

Perizinan Berusaha

Sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang -Undangan. Bagi pelaku
usaha yang sudah dikenai sanksi administratif namun masih juga tidak membayar
dalam waktu yang telah ditentukan dan juga tidak memenuhi kewajibannya maka
usahanya akan dikenakan sanksi administratif yang berupa pembekuan Perizinan

Berusaha.

Hal ini juga berlaku apabila usaha tersebut hanya melakukan salah satu dari
hal di atas, baik itu hanya pembayaran denda administratif ataupun hanya
melakukan kewajibannya. Pembekuan Perizinan Berusaha tersebut hanya akan
berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat penetapan

pembekuan.

Untuk Pelaku usaha yang telah melakukan kewajibannya dan membayar
denda yang telah ditetapkan maka dapat memiliki hak untuk mengajukan
permohonan pemulihan status pembekuan Perizinan Berusaha agar dapat

melaksanakan usahanya kembali.

Bila usaha tersebut sampai tanggal akhir dari pembekuan Perizinan
Berusahanya masih tidak melakukan kewajibannya dan juga tidak membayar denda
administratif ataupun melakukan salah satunya maka usahnya tersebut akan
dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha dan tidak memiliki bisa

meneruskan usahanya kembali sehingga harus diberhentikan.

Risiko “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
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Pengenaan sanksi administratif untuk sektor perindustrian sendiri khusus
untuk di Kota Malang maka akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,
Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang Atau juga
dikenal sebagai DISNKAERPMPTSP Kota Malang sesuai dengan ketentuan
peraturan per Undang -Undangan, namun mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang
berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka terhadap
permasalahan yang diteliti dan kesimpulan yang dapat diambil, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, khususnya mengenai sistem perizinan berusaha berbasis
risiko (OSS-RBA), telah terlaksana dengan baik di Kota Malang. Pemerintah Kota
Malang, melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DISNAKERDPMPTSP), sebagai pelaksana teknis, telah menerapkan
mekanisme perizinan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan risiko
usaha berdasarkan klasifikasi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi,
hingga tinggi, telah digunakan sebagai dasar dalam pemberian perizinan usaha, dengan
Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas dasar bagi usaha berisiko
rendah.

2. Pengawasan atas kegiatan usaha yang telah memperoleh izin juga telah dilaksanakan
oleh DISNAKERDPMPTSP sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021. Rencana pengawasan dijadwalkan sebanyak empat kali dalam satu tahun,
disesuaikan dengan tingkat kepatuhan masing-masing usaha. Untuk usaha mikro dan
kecil, pengawasan juga mengacu pada ketentuan kemudahan berusaha yang ditetapkan
dalam regulasi. Dalam pelaksanaannya, pengawasan menemui kendala keterbatasan

sumber daya manusia, namun telah diupayakan pengawasan gabungan dengan
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Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan, mekanisme sanksi diterapkan secara bertahap: mulai dari peringatan
administratif, pengenaan denda administratif sebesar 1% dari nilai investasi,
pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus
pelanggaran berat, seperti pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian atau
kerugian materiil, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara
maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang- Undang No.6
Tahun 2023 atau yang disebut juga dengan CIPTAKER mengenai pengawasan dan
perizinan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap tata cara perizinan baru yang sudah lebih
dipermudah saat ini dengan menerapkan sistem perizinan Online sehingga bahkan
untuk para pengusaha-pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat membuat
izin usahanya dengan lebih mudah. Telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mau

pada sisi pelaksanaan perizinannya maupun pengawasannya.

Akan tetapi memang dalam melaksanakan pengawasannya pihak
DISNAKERPMPTSP mengalami sedikit kesusahan, hal ini dikarenakan pihak
DISNAKERPMPTSP mengalami kekurangan dalam sumber daya manusia.
Sehingga ketika ingin melaksanakan pengawasan dengan banyaknya usaha yang
terletak di Malang ini, maka akan mengurangi efektivitas dari pengawasan yang

sedang dilakukan
Maka selanjutnya diharapkan pada masa ke depan -depannya pemerintah
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akan membuka lowongan dan mengisi kembali sumber daya manusia di
DISNAKERPMPTSP dan semoga dengan melakukan tindakan tersebut maka
efektivitas dari pengawasan dan perizinan akan meningkat sehingga seluruh usaha
yang berada di wilayah Kota Malang akan memiliki izin dan akan mengurangi

adanya tindakan pencemaran lingkungan
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LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 — Pedoman wawancara

Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Pabrik Tahu (Studi

Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang)

Pertanyaan Untuk Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Kota Malang

Bagaimana peran DISNAKERPMPTSP dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya dalam perizinan pada industri pabrik?
. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pasal 12 UU CIPTAKER?

. Pengawasan yang dilakukan DISNAKERPMPTSP dilakukan secara rutin atau

tidak? Dilakukan dalam jangka waktu berapa?

Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang
terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik tahu, apakah

DISNAKERPMPTSP juga ikut andil dalam pengawasannya?

. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya DISNAKERPMPTSP terkait pasal

213 PP No.5 Tahun 2021 terhadap pelaku usaha yang masih melanggar aturan?

. Apa upaya yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP KOTA MALANG saat

terjadi kendala dalam pengawasan?

. Sudah merasa cukup atau belum pengawasan yang dilakukan oleh

DISNAKERPMPTSP Kota Malang ini?
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8. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh DISNAKERPMPTSP KOTA

MALANG terhadap industri pabrik tahu yang melakukan pelanggaran perizinan?

9. Dengan sanksi tersebut, apa sudah cukup memberikan efek jera pada pelaku

pencemaran limbah industri pabrik tahu?

10. Adakah pembinaan atau penyuluhan yang diberikan oleh DISNAKERPMPTSP
kepada para pelaku industri pabrik tahu untuk melakukan perizinan? Jika ada,

seperti apa pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan?

11. Apakah ada partisipasi dari masyarakat dan pejabat desa dalam pelaksanaan pasal

Pasal 12 UU CIPTAKER dalam melaksanakan izin oleh limbah pabrik tahu?
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10.

11.

12.

13.

Pertanyaan Untuk Industri Pabrik Tahu Di Kota Malang

. Sejak kapan pabrik tahu............. ini di bangun?

. Kapan pabrik tahu......... mendapatkan izin usahanya?

Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi, berapa estimasi waktu yang

diperlukan?
Berapa perkiraan hasil tahu yang dihasilkan oleh pabrik tahu...... dalam sehari?

Pada tahun 2020 yang lalu pemerintah baru saja mengesahkan sistem izin yang baru
bagi para pengusaha yaitu sistem OSS, apakah ada perbedaan yang dirasakan dari

sistem RBS yang sebelumnya?(kalau izin sudah dari lama)

Apakah semenjak usaha pabrik tahu ....... mendaftarkan izinnya, sudah ada

pengawasan yang dilakukan oleh dinas setempat?
Limbah apa saja yang dihasilkan oleh Pabrik tahu ?
Bagaimana proses pengelolaan limbahnya?

Apakah ada mesin yang digunakan dalam memproses limbah di pabrik tahu ...., jika

ad apa ya?

Dalam proses pengelolaan limbah apa ada biaya yang dikeluarkan?

Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah?

Berapa biaya yang dikeluarkan dalam 1 periode untuk pengelolaan limbah?

Apa saja factor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan limbah?
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Lampiran 2 — Transkrip wawancara

Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2023

Tentang Cipta Kerja Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Pabrik Tahu (Studi

Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang)

INFORMAN 1

Nama Informan : Bambang Nurmawan, SH, M.Hum

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Ekparsosbud

Tanggal : 29 April 2024

Tempat : Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal (DISNAKERPM) Kota

Malang
1. Husein Bagaimana peran
DISNAKERPMPTSP dalam
menjalankan tugas dan

wewenangnya dalam perizinan
pada industri pabrik?

Pak Bambang

Dalam perizinannya
DISNAKERPM memberikan
pelayanan baik secara manual dan
IZOL yang bisa diakses di web,
sehingga mempermudah para-para
pengusaha dalam mendapatkan
izin. Selain itu juga
DISNAKERPM melakukan
pengawasan perizinan yg diawasi
oleh salah satu bidang vyaitu
DALDUDASI (Pengendalian,
Pengaduan, Data Dan Informasi)
mereka secara berkala melakukan
pengawasan dengan OPD terkait.
Untuk verifikasi pengajuan izin
dilapangan, nanti akan diturunkan
tim teknis untuk melakukan
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pengecekan dan fisikasi nanti kalo
sudah lengkap ada
perlindungannya barulah di beri
persetujuan oleh bapak kadis

Husein

Apakah ada pihak lain yang
terlibat dalam pelaksanaan Pasal
12 UU CIPTAKER?

Pak Bambang

Dalam melaksanakan tugasnya
DISNAKERPM bekerja sama
dengan OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) termasuk
lingkungan, perdagangan, dil. juga
termasuk Satpol PP

Husein

Pengawasan yang dilakukan
DISNAKERPMPTSP dilakukan
secara rutin atau tidak? Dilakukan
dalam jangka waktu berapa?

Pak Bambang

Pengawasan dapat di lakukan
dalam jangka waktu secara
perbulan, perminggu, dan juga
bisa  dilakukan  pengawasan
seandainya ada  pengaduan.
Namun biasanya perbulan bisa
sampai 4 kali kurang lebih

Husein

Bagaimana pengawasan yang
dilakukan oleh
DISNAKERPMPTSP Kota
Malang terhadap pencemaran
yang diakibatkan oleh limbah
industri  pabrik tahu, apakah
DISNAKERPMPTSP juga ikut
andil dalam pengawasannya?

Pak Bambang

DISNAKER ikut andil dalam
melakukan pengawasan
bersamaan dengan OPD terkait
untuk  mencegah  terjadinya
pencemaran lingkungan. Adapun
kontribusinya yaitu dapat berupa
pembinaan, pengecekan izin ada
atau tidaknya usaha tersebut dan
juga pencabutan izin dari suatu
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usaha tertentu apabila memang
usaha itu dinilai layak untuk
dicabut izinnya

Husein

Apa faktor pendukung dan
penghambat upaya
DISNAKERPMPTSP terkait
pasal 213 PP No.5 Tahun 2021
terhadap pelaku usaha yang masih
melanggar aturan?

Pak Bambang

Adapun faktor pendukungnya
yaitu adanya kerjasama dengan
OPD-OPD yang lain sehingga
kami bisa melakukan pengwasan
atau penindakan pada para usaha
yang melanggar tersebut dengan
lebih optimal, namun di lain sisi
masih terdapat kekurangan SDM
dan ketidaksamaan waktu kerja
sehingga sulit untuk mengatur
waktu yang sesuai

Husein

Apa upaya yang dilakukan oleh
DISNAKERPMPTSP KOTA
MALANG saat terjadi kendala
dalam pengawasan?

Pak Bambang

Apabila memang terjadi kendala
dalam pengawasan maka
DISNAKERPM akan bekerja
sama dengan OPD terkait untuk
bersama-sama mengatasi kendala
tersebut

Husein

Sudah merasa cukup atau belum
pengawasan yang dilakukan oleh
DISNAKERPMPTSP Kota
Malang ini?

Pak Bambang

Jika dibilang cukup maka masih
belum cukup juga, tapi semampu
kota Malang untuk melakukan
pengawasan karna satu berkaitan
dengan SDM dan juga terkait
dengan OPD teknis yang lainnya
karna belum tentu di jadwalkan.
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Kami  semaksimal  mungkin
melakukan  kontrol  terhadap
pengusaha-pengusaha ini.

Husein

Bagaimana penerapan sanksi yang
diberikan oleh
DISNAKERPMPTSP KOTA
MALANG  terhadap industri
pabrik tahu yang melakukan
pelanggaran perizinan?

Pak Bambang

Penerapan sanksi dari yang paling
ringan sampai yang terberat
pertama-tama apabila terjadi
pelanggaran 1 kali sampai 3 Kali
maka akan diberi surat tergantung
usulan dari OPD teknis bisa saja
dilakukan pembekuan dan juga
pencabutan. Untuk pemiliknya
sendiri kalau sampai ranahnya dia
ada pelanggaran nanti akan di urus
oleh Satpol PP

Husein

Dengan sanksi tersebut, apa sudah
cukup memberikan efek jera pada
pelaku  pencemaran limbah
industri pabrik tahu?

Pak Bambang

Sebetulnya, tidak cukup. Cuman
seandainya nanti terjadi
pelanggaran pencemaran
lingkungan kan sudah masuk ke
ranah pidana nanti akan di
laporkan ke kepolisian biar polisi
yang menindak.

10.

Husein

Adakah pembinaan atau
penyuluhan yang diberikan oleh
DISNAKERPMPTSP kepada para
pelaku industri pabrik tahu untuk
melakukan perizinan? Jika ada,
seperti apa pembinaan atau
penyuluhan yang dilakukan?

Pak Bambang

Ada, Secara umum semua industri
diberikan penyuluhan dan
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pembinaan saya sendiri sering
mengisi sebagai narasumber

12.

Husein

Apakah ada partisipasi dari
masyarakat dan pejabat desa
dalam pelaksanaan pasal Pasal 12
uu CIPTAKER dalam
melaksanakan izin oleh limbah
pabrik tahu?

Pak Bambang

Terkadang ada juga mas, seperti
melakukan pelaporan bahwa suatu
usaha itu tidak memiliki izinnya
dan  kemudian kami  akan
mengecek apakah itu benar atau
tidak

INFORMAN 2
Nama Informan : Buk Jum

Jabatan : Pengelola Pabrik tahu Pak Yhudi

Tanggal : 13 Maret 2024

Tempat : Pabrik Tahu Pak yhudi

Tabel 1.2 Transkrip Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.

Husein

Sejak kapan pabrik tahu
........... ini di bangun?

Buk Jum

Kurang lebih 50 tahun
yang lalu

Husein

Kapan pabrik tahu .......
mendapatkan izin
usahanya?

Buk Jum

Sejak awal  produksi
sudah memiliki izin

Husein

Dalam proses
pembuatannya dari
mentah  sampai  jadi,
berapa estimasi waktu
yang diperlukan?
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Buk Jum

Kurang lebih satu harian

Husein

Berapa perkiraan hasil
tahu yang dihasilkan oleh
pabrik tahu. dalam
sehari?

Buk Jum

Kira-kira  sekitar 14
kuintal

Husein

Pada tahun 2020 yang lalu
pemerintah  baru saja
mengesahkan sistem izin
yang baru bagi para
pengusaha yaitu sistem
0SS, apakah ada
perbedaan yang dirasakan
dari sistem RBS yang
sebelumnya?

Buk Jum

Bagi saya sendiri tidak
ada dampak perbedaan
yang terlalu signifikan,
bahkan kalau dilihat dari
sisi  pengawasan juga
masih sama saja dengan
sistem yang lama

Husein

Apakah semenjak usaha
pabrik tahu ...
mendaftarkan izinnya,
sudah ada pengawasan
yang dilakukan oleh dinas
setempat?

Buk Jum

Semenjak pabrik tahu ini
didaftar sudah ada bahkan
biasanya pengawasan
dilakukan sebanyak 1
bulan sekali sehingga
dapat dibilang cukup
rutin. biasanya nanti akan
didatangkan pengawasan
itu dari dinas, terus

101




dilakukan  pengecekan
seperti  tempat saring
limbahnya mas. Nah
kemudian itu nanti dicatat
terus di lapor ke bapa
(yang mempunyai pabrik
tersebut) baru kemudian
nanti mereka kasi hasil
pengawasannya ke bapak

Husein

Limbah apa saja yang
dihasilkan oleh Pabrik
tahu ?

Buk Jum

Untuk limbahnya terdapat
dua jenis sebagaimana
umumnya Yyaitu limbah
padat dan limbah cair

Husein

Bagaimana proses
pengelolaan limbahnya?

Buk Jum

Untuk yang padat
biasanya dijadikan
menjes dan pakan ternak,
untuk yang cair diolah
seperti biasanya

Husein

Apakah ada mesin yang
digunakan dalam
memproses limbah di
pabrik tahu , jika ad apa
ya?

Buk Jum

Untuk mesin khusus tidak
ada yang digunakan, tapi
ada penyaringan yang
sudah di pasang di dalam
selokan-selokan yang ad
di pabrik supaya limbah
cairnya bisa tersaring

10.

Husein

Dalam proses
pengelolaan limbah apa
ada biaya yang
dikeluarkan?
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Buk Jum

Dalam  pengelolaannya
sendiri tidak ada biaya
khusus, hanya ada pada
saat pemasangan awal
saringan saja

11.

Husein

Biaya apa saja yang
dikeluarkan dalam proses
pengelolaan limbah?

Buk Jum

Karena yang di gunakan
itu kan penyaringan yang
sudah  lebih  dahulu
dipasangkan, jadi untuk
seterusnya tidak ada biaya
sih mas, cuman waktu
pemasangan
penyaringannya itu saja

12.

Husein

Berapa  biaya  yang
dikeluarkan dalam 1
periode untuk
pengelolaan limbah?

Buk Jum

13.

Husein

Apa saja faktor
penghambat dan
pendukung dalam
pengelolaan limbah?

Buk Jum

Kalau pendukung dari
dinasnya memberi
pengarahan untuk
menjaga kebersihan dan
kesehatan baik makanan
maupun lingkungan

Tabel 1.3 Transkrip Pabrik tahu Pak Yhudi

INFORMAN 3
Nama Informan : Slamet

Jabatan : Pengelola Pabrik Tahu Guyub Rukun

Tanggal : 6 Maret 2024

Tempat : Pabrik Tahu guyub Rukun

103




Husein

Sejak kapan pabrik tahu
........... ini di bangun?

Pak Slamet

Tahun 1983

Husein

Kapan pabrik tahu .......
mendapatkan izin
usahanya?

Pak Slamet

Untuk izinnya sudah ada

Husein

Dalam proses
pembuatannya dari
mentah  sampai  jadi,
berapa estimasi waktu
yang diperlukan?

Pak Slamet

Normalnya 1  harian
tergantung  juga  dari
pasarnya

Husein

Berapa perkiraan hasil
tahu yang dihasilkan oleh
pabrik  tahu. dalam
sehari?

Pak Slamet

Tergantung dari pasar dan
peminat tapi sekarang
biasanya 2 kuintal atau 1
kuintal setengah

Husein

Pada tahun 2020 yang lalu
pemerintah  baru  saja
mengesahkan sistem izin
yang baru bagi para
pengusaha yaitu sistem
0SS, apakah ada
perbedaan yang dirasakan
dari sistem RBS vyang
sebelumnya?

Pak Slamet

Informan masih  belum
paham
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Husein

Apakah semenjak usaha
pabrik tahu ...
mendaftarkan izinnya,
sudah ada pengawasan
yang dilakukan oleh dinas
setempat?

Pak Slamet

Pengawasan sudah ada
yang dilakukan di sini,
biasanya  nanti  akan
didatangkan tim pengawas
mas yang akan memeriksa
bagaimana  pengolahan
limbahnya, tapi ada juga
kadang pabrik membuat
laporan terus di bagi ke
DISNAKERPMPTSP

Husein

Limbah apa saja yang
dihasilkan oleh Pabrik
tahu ?

Pak Slamet

Limbah yang di hasilkan
dapat berupa limbah padat
dan cair

Husein

Bagaimana proses
pengelolaan limbahnya?

Pak Slamet

Untuk limbah cair
sementara ini dijadikan
untuk air minum sapi,
campuran makanan sapi
dan juga untuk padatnya
dibuat menjes

Husein

Apakah ada mesin yang
digunakan dalam
memproses limbah  di
pabrik tahu , jika ad apa
ya?

Pak Slamet

Tidak ada
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10. Husein Dalam proses pengelolaan
limbah apa ada biaya yang
dikeluarkan?

Pak Slamet -

11. Husein Biaya apa saja Yyang
dikeluarkan dalam proses
pengelolaan limbah?

Pak Slamet -

12. Husein Berapa biaya  yang
dikeluarkan  dalam 1
periode untuk pengelolaan
limbah?

Pak Slamet -

13. Husein Apa saja factor
penghambat dan
pendukung dalam
pengelolaan limbah?

Pak Slamet Kalau penghambatnya
tidak ada karna limbah
cairnya untuk sapi jadi
limbahnya bisa
dibersihkan dengan
maksimal

Tabel 1.4 Transkrip Pabrik Tahu Guyub Rukun

INFORMAN 4
Nama Informan : Pak Budi
Jabatan : Pemilik Pabrik Tahu Sukun 29
Tanggal : 20 Maret 2024
Tempat : Pabrik Tahu Sukun 29
Alamat : JI. Sukun Gempol No.29a, Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

65147
1. Husein Sejak kapan pabrik tahu
e ini di bangun?
Pak Budi Sejak tahun 92
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Husein Kapan pabrik tahu .......
mendapatkan izin
usahanya?

Pak Budi Untuk izinnya sendiri
pabrik ini masih belum
ada izin

Husein Dalam proses
pembuatannya dari
mentah  sampai  jadi,
berapa estimasi waktu
yang diperlukan?

Pak Budi Biasanya setengah hari
suadah jadi

Husein Berapa perkiraan hasil
tahu yang dihasilkan oleh
pabrik  tahu. dalam
sehari?

Pak Budi Kira-kira perharinya bisa
1 setengah kuintal

Husein Pada tahun 2020 yang lalu
pemerintah  baru  saja
mengesahkan sistem izin
yang baru bagi para
pengusaha yaitu sistem
0SS, apakah ada
perbedaan yang dirasakan
dari sistem RBS yang
sebelumnya?(kalau izin
sudah dari lama)

Husein Apakah semenjak usaha

pabrik tahu ...
mendaftarkan izinnya,
sudah ada pengawasan
yang dilakukan oleh dinas
setempat?
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Pak Budi

7. Husein Limbah apa saja yang
dihasilkan oleh Pabrik
tahu ?

Pak Budi Seperti pada umumnya
yaitu limbah cair dan
padat

8. Husein Bagaimana proses
pengelolaan limbahnya?

Pak Budi Proses pengelolaan
limbahnya sendiri tidak
dilakukan

9. Husein Apakah ada mesin yang
digunakan dalam
memproses limbah  di
pabrik tahu , jika ad apa
ya?

Pak Budi -

10. Husein Dalam proses pengelolaan
limbah apa ada biaya yang
dikeluarkan?

Pak Budi -

11. Husein Biaya apa saja Yyang
dikeluarkan dalam proses
pengelolaan limbah?

12. Husein Berapa  biaya  yang
dikeluarkan dalam 1
periode untuk pengelolaan
limbah?

Pak Budi -

13. Husein Apa saja factor
penghambat dan
pendukung dalam

pengelolaan limbah?
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Pak Budi

Kesulitan akibat
lingkungan atau tempat
tinggal yang kurang
strategis

14

Husein Apakah  ada  alasan
tertentu kenapa pabrik ini
masih  belum  memiliki
izin pak?

Pak Budi Tidak ada alasan tertentu

sih mas, cuman saya takut
nanti setelah memiliki izin
akan ditarik pajak yang
besar mas, terus juga
proses izinnya menurut
saya ribet susah untuk
mendapatkan izinnya mas

Tabel 1.5 Transkrip Pabrik Tahu 29
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1 MUHAMMAD FADHLULLAH 11710208080200 200202110141 HUKUM EKONOMI
HUSEIN 01 SYARIAH

Judul Penelitian :  IMPLEMENTASI PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU

NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU (STUDI KASUS

Lokasi Penelitian

PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG);
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
JL. MAYJEN SUNGKONO, KEL. ARJOWINANGUN, KEC.

KEDUNGKANDANG.

Dengan ketentuan — ketentuan sebagai berikut:
1.

Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;

2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penclitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;

5. Berlaku mulai tanggal 25 April 2024s.d. 1 Mei 2024.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 April 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

. L4 d
52D10C

i v ‘
01 TANOATANGAN DIGHTAL

T sAsTYAWA |
i e
war e T9HH00 1 661

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth

1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kota Mal
Catatan :
) No 11 Tahun 2000 Pasal 5ayatl hasi
3 ik 2: alat bukti hukum yang sah.*
ini telah secara elek mennqunakan serﬂﬂk.! uhktronlk yang dlterbllkar{ lgrg
/ Surat ini dapat di P di http
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Lampiran 6 — Dokumentasi Wawancara Dinas, Tenaga Kerja, Penanaman
Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

— =

Gambar 1 3 Wawancara Dengan Pak Bambang selaku perwakilan dari
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Malang yang memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan EKPARSOSBUD

Lampiran 7 — Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu Pak Yhudi

Gambar 1 4 Wawancara Dengan Buk Jum sebagai pengelola pabrik tahu Pak
Yhudi
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Lampiran 8 — Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu Guyub Rukun

Gambar 1 5 Wawancara dengan Mas Slamet dari pabrik tahu guyub rukun
selaku penerus pabrik tahu guyub rukun

Lampiran 9 — Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu 29

Gambar 1 6 Wawancara dengan Pak Slamet dari pabrik Tahu Sukun 29
Selaku Pemilik pabrik
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PEMERINTAN KOTA MALANG

Lampiran 10 — Bukti Pengawasan

2 h ko

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN M()I)AI.| N
NTU

DAN PELAYANAN TERPADU SAT!
11 Maycm Swmpharn, Peskanmwan Ferpad Ceobons A. Felp 01411

P
MALANG

Kesde Pos w3152

201873400 200

ENDANGAN

Makang. 27 i 2024

ada
Vil (Dathae | ebanigan | crlampi)

MALANG

Acozharap dengan hormat Achuatiran Ragoh  Thu / Saalacs dalan pelsk amasn
Rapt indeh | angin BOR ferkan Porizinam Berosiba yang akan disclenggarakan pods

Jyamat, 2% Jums 224

Mordcka (Rt msa Lantai 33

i Sl Fathn (IS 22-384916700

Pkt 08 00 W »d Sebesai

Termpat Rumy Ropat Mal Pl anan

Acars - Rapat fimdsh | anjon BIK Toffait Perivinan

Cotstn: Mersbasea Sclurul Herkas Pifizinen Iicrissha ang Dumiliki
1 omuk Loondinas lobah begut

Domikins stz hehadina & Lenpuit Lanih

REPALANDA

it

PN Ty 1
NIP. 19790709 199810 | 001

OS 1N

A RERIA. PENANAMAN MODAT
LAYANAR TERPADU SATU PINTU

\

J/

WA,

TP, MG

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
[ 1 Meaxicn Sunghom, erkamtoran Fenpak Giodug A, Telp 01811 71942, Faks 10341) 754116,

PEMERINTAH KOTA MALANG

MALANG Kode Pos 65132
DAFTAR HADIR
* Jumat, 28 Juni 2024
. 0800 WIB s Seiesal
* Ruang Repat MPP Merdoka
Ractrm~ mig, L I ”“ n
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PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL LKAN Rapes Tindak 4
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 l"j‘f"' BPK Terkait Perizinan Berussha
yjon Sumgkono, Perkantorsn A, Telp(0341) 751942, Faks (0341) 754116 umat, 28 Juni 2024
i cmail - &

MALANG Kode Poy 65132

NOTULEN

Hari / tanggal © Jumat, 28 Juni 2024

Waktu : 0R00 WIB- sclesai:

Tempat : Ruang Rapat MPP Merdeka:

Acara : Rapot Tindak Lanjut BPK Terkait Perizinan Berusaha
Hasil Rapat -

1. Rapat dibodiri oleh Sekrctaris Dinas Neker PMPTSP, Kepala Bidung Pengendalian.
Pengoduan, Data dan lnformasi, fungsional penyetaraan, TPOK Daldudatin, perwakilan OPD
sesuai sekior, perwakilan Satpol PP Kota Malang, dan perwakiln pelaku usaha klb malam.

2 ditujukan kepoda pelaku ussha kiub malam yang belum terverifikasi
sectifikat standarnya.

3. Pengawasan dilakukan pada 3 pelaku ussha: Zeus Lounge, Twenty KTV, dan Backroom by
Triangle.

4. Ketiga pelaku usaha telah dilakukon pembinoan untul
berusabanys.

5. Para pelaku usaha jugs mengisi surat

Malang, 28 Juni 2024
Notulis,

M Faths EM, S.Psi

Swo Peepyatan oy

Yoy Drcvanda - fusspn 4, bawshy D% 5. Pemenaban Sandar Prodak )| & Standar
lamg § mbenann Lafun
Ptaan 5 Wrdo

Sems Ukaha & g “noloec -
Hlomat 5 (L fmowdin Tayo Qoo w0-20° ‘
NI : 267305061064 0006.
Desgon W MskaMan ot degon “Jelorggthnua  bobuo T e o Bt
am G4 mdu_',l"m Peesyorakan ROtwan Beviaho pale
aphives 05S - R8A

Pomian Juor 01 Sua bot devon  Scomac- benarmga - | diLopumgm
fpobda dMeovdion bofi tenyata Juot Peryotoan int hdok ) —

benge, Moo So DSedia dibealion Sekyi Sl dengan M. [ Pemmpm Tema Kene
Hereotun vorg oo

3

12| Kegiatan *)

ﬁ; © 3573050530640006
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P ERER

El

Penilaian Kepatuhan Pelaku
Ussha
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Nl PERMASALAHAN YANG DIHADAM PERUSAHAAN

- Hesuhken unbl maryalde OST- REA Hoters Weh dolivhus]
an ol pIyroton

V. HASIL PENGAWASAK

“walt Wi Mol ok bdlaphe 40 WIB

- g 5
—— ————
_Vi. REKOMFENDAST T =

- dloYen Prdowp unhse Meblaten

r;;«am ur&: b.m pola ofs -¢
— S—

2 Nama: WA Rusimos
Jubatan:  Apekis Wrr-u
Tstansi:  fYE M PP

=i

5. Nama:
Jabatan:
Instansi:

6. Nama:

Jubatan:
Instansi:

: ,}L otk U,
\ Auli Pretrma
= (gll-l w
Lie  tvaw aty
1 /7'./"’” Kanid  Destinasi & [ndvbi Parl
: Visprrapng, |

7. Nama:

Jabatan:
Instansi:

8. Nama:

Jabatan:
Instansi:

9. Nama;

Jabatan:
Instansiz

10, Nama:

Jabatan:
Instansi:

11, Nama:

Jabatan:
Instansi:

12, Nama:

Jabatan:
Instansi:

Suboniyo
)’ r?;g,‘gn‘?%. liggrorsar AW Vuda
Oroy Kesdhoion |
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